WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

.oa.

: 1.

KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027

WALIKOTA MADIUN,

bahwa untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan dalam mewujudkan birokrasi
serta pelayanan yang efektif dan terpadu, Pemerintah
Daerah perlu menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dengan kurun waktu 5 (lima) tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Madiun tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kota Madiun Tahun 2023-2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Kota Madiun Tahun 2023-2027;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun
2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ARSITEKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA
MADIUN TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota
Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.



6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka
dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data
dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

a. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan
layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

b. memetakan aplikasi dan infrastruktur untuk
mendukung layanan SPBE;

c. merumuskan arah kebijakan pembangunan layanan
SPBE di Kota Madiun; dan

d. menyusun Arsitektur SPBE Daerah sebagai panduan
bagi Pemerintah Kota Madiun dalam
mengimplementasikan layanan SPBE.

(2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. penyusunan kerangka kerja (framework) tata kelola
pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis
sistem elektronik yang efektif dan efisien;

b. memberikan arah dan strategi pengelolaan dan
pengembangan layanan SPBE Kota Madiun agar dapat
terlaksana secara efektif dan efisien; dan

c. penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Kota Madiun
2023-2027 yang berfungsi sebagai Rencana Induk
pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE yang
bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah di Kota Madiun.



(1)

(2)

(1)

(2)

Sistematika

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Arsitektur SPBE Daerah Tahun 2023-2027

adalah sebagai berikut:

a. BABI

b. BABII
c. BABIII

d. BABIV
e. BABV
f. BAB VI
g. BAB VII

KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS GAP
SPBE

ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE
ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI DAN
LAYANAN SPBE

ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE
ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE
ARSITEKTUR TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN SPBE DAN
PENYELENGGARAAN SPBE

Uraian sistematika Arsitektur SPBE Kota Madiun Tahun
2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat

dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Pengawasan

Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh

Inspektorat Kota Madiun.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pendanaan, pelaksanaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Juli 2022
WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

Salinan sesuai dengan aslinya

BERITA DAERAH KOTA MADIUN a.n. WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 32/G Sekretaris Daerah
u.b.
Kep ian Hukum

BULDI WIBOWO, SH
Pempiha Tingkat I
NIP. 19759117 199602 1 001
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1.1.1

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL :11 Juli 2022

BAB I
KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS GAP
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pendahuluan

Subtansi I ini memberikan gambaran umum tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Pada subtansi ini akan membahas
tentang pentingnya arsitektur SPBE, referensi hukum dan arsitektur,
serta metode untuk tahap persiapan, dan diakhiri dengan penjelasan
luaran yang akan dihasilkan pada kegiatan penyusunan Arsitektur

SPBE Pemerintah Kota Madiun.
Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE yang
dimaksud adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha,

dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Pelaksanaan SPBE harus dilakukan dengan 7 prinsip, yaitu
efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,
interoperabilitas, dan keamanan. Efektivitas yaitu optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna
sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan merupakan pengintegrasian
sumber daya yang mendukung SPBE. Kesinambungan sebagai
keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus
sesuai dengan perkembangannya. Efisiensi menjadi bentuk
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang
tepat guna. Akuntabilitas menjadi wujud kejelasan fungsi dan

pertanggungjawaban dari SPBE.
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Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran
data, informasi, atau layanan SPBE. Keamanan menjadi wujud
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(non repudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pengertian Arsitektur SPBE
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

tentang SPBE, Arsitektur SPBE adalah sebuah kerangka dasar yang

mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada level Pemerintah

Daerah menerapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur

SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada

Arsitektur SPBE Nasional dan rencana Pembangunan Jangka

Menengah untuk periode 5 tahun dan ditetapkan oleh masing-masing

kepala daerah.

Proses penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus
dilakukan dengan berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
aparatur negara. Selain menyusun arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah, setiap Pemerintah Daerah juga berkewajiban melakukan
review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan. Proses
reviu yang dilakukan harus berdasarkan pada:

a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;

C. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (rencana dan
anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur
SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE) atau

d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE
Referensi yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur SPBE

terdiri dari referensi hukum dan referensi arsitektur SPBE yang dapat

dijelaskan pada sub bab berikut ini.

Arsitektur Pemerintah Kota Madiun dibuat dengan mengacu
dan memenuhi Peraturan - Peraturan Pemerintah terkait dan terkini,
meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik
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11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan
Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi dan
Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan

Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun
2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi
dan Komunikasi

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun
2019-2024

17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu
Data Kota Madiun

18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang
Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kota Madiun

20. Keputusan Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/253/2019
Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun

21. Keputusan Walikota Madiun Nomor 900-401.2022/7/2021
Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Madiun

1.1.3.1 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Penyusunan  Arsitektur Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik atau disingkat SPBE harus memuat 2 hal, yakni referensi
arsitektur dan domain arsitektur. Arsitektur SPBE Nasional
merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan
pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara
elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi
dan efektivitas yang diharapkan.

Referensi Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk menjadi
acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur
secara baku, mendukung pengambilan keputusan organisasi,
mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang
digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan
komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai,
meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur dan

menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
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Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
SPBE, referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar
arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan
setiap domain arsitektur.

Meskipun pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tidak
secara langsung menyebutkan jika arsitektur pemerintah daerah
harus memuat referensi arsitektur, akan tetapi dikarenakan arsitektur
SPBE Pemerintah daerah mengacu pada arsitektur nasional, maka
arsitektur SPBE Pemerintah daerah juga harus memuat referensi
arsitektur. Referensi arsitektur juga diperkuat dengan indikator 11
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi SPBE yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE baru
akan bisa mencapai tingkat 3 apabila dokumen arsitektur SPBE telah
mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur SPBE. Berikut
akan diilustrasikan terkait susunan kerangka kerja SPBE seperti pada

Gambar 1.1.

Visi SPBE
Misi SPBE

Tujuan SPBE I | Sasaran SPBE

Domain Arsitektur Layanan

Domain Arsitektur Aplikasi

Domain Domain
Arsitektur Domain Arsitektur Data dan Informasi Arsitektur
Keamanan Proses Bisnis

Domain Arsitektur Infrastrukiur

Manajemen

Tata Kelola

‘ Penyelenggara SPBE I I Kebijakan I I Pemantauan dan

Evaluasi

Rencana dan Anggaran

Gambar 1.1 Kerangka Kerja SPBE
(sumber: Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional)
Berdasarkan Gambar 1.1, Unsur-unsur SPBE ini antara lain

rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE,
memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen,
layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK, rencana
dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur
SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Pada
arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat

Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:
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Referensi Proses Bisnis (RAB)

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau
tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAB SPBE Nasional
terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu)
dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2
(dua).

Referensi Data dan Informasi (RAD)

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang
terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAD SPBE
Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu)
dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua).

Referensi Layanan (RAL)

RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang
dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL terdiri dari 2 (dua)
domain domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima
puluh empat) area layanan di tingkat 2 (kedua).

Referensi Aplikasi SPBE (RAA)

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi
untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi,
penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi.
RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga)
area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain
arsitektur aplikasi.

Referensi Infrastruktur SPBE (RAI)

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama
untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data,
pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau
penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Referensi Infrastruktur terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat
1 (satu) dan 7 (tujuh) area di tingkat 2 (dua). Referensi
Infrastruktur menjadi acuan bagi penyusunan domain
arsitektur infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi.
Referensi Keamanan SPBE (RAK)

Referensi Keamanan pada SPBE disusun dengan maksud

sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian
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keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang
terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD.
Referensi Keamanan terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di
tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2.
Arsitektur SPBE Nasional terdapat 6 (enam) domain referensi
arsitektur yang mempunyai saling keterkaitan yang erat.
Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain
proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya
akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan
informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan,
dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang
berjalan diatas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan
aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam
kerangka kerja SPBE. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan
penyusunan Arsitektur SPBE Kota Madiun, dilaksanakan
berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional yang tercantum dalam
Amanat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 sebagai
referensi arsitektur.

Kerangka ini menjelaskan domain arsitektur yang selaras
dengan domain arsitektur SPBE Nasional berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027

disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan

mencakup 6 (enam) domain, yakni:

o P

,moo a0

Domain Layanan SPBE,

Domain Proses Bisnis,

Domain Data dan Informasi,
Domain Aplikasi SPBE,

Domain Infrastruktur SPBE, dan
Domain Keamanan SPBE.

Masing-masing penyusunan domain juga akan memiliki

Referensi Arsitektur, yakni:

a.

Referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk seluruh Domain

arsitektur
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b. Referensi arsitektur Layanan SPBE akan menggunakan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020

C. Referensi arsitektur Proses Bisnis akan menggunakan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah

d. Referensi arsitektur Data dan Informasi akan menggunakan
kerangka kerja Data Management Association (DAMA)

e. Referensi arsitektur Aplikasi akan menggunakan standar
90003:2018 tentang computer software guideline

f. Referensi infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE akan
menggunakan standar ISO 27001-series.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:

a. Studi pustaka (literature review) untuk referensi metodologi,

perangkat pengumpulan data dan pengukuran, serta

analisisnya

b. Survei online dan offline dengan menggunakan aplikasi berbasis
web

C. Observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dll)

d. Wawancara

e. Focus Group Discussion dan Desk Evaluation untuk konfirmasi

temuan dan rekomendasi akhir.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Madiun, dirumuskan
berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai
praktik terbaik (best practice) di dunia, yakni Warren McFarlan’s
Strategic Matrix (1983), khususnya untuk prioritas sistem informasi.
Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Kota
Madiun Tahun 2023-2027, terdapat beberapa tahapan yang perlu
dilakukan. Tahapan ini terdiri dari 15 (lima belas) proses untuk
menghasilkan dokumen Arsitektur SPBE Kota Madiun. Detail dari
masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1) Inisiasi Kegiatan.
Inisiasi kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis

kebutuhan, dan kesepakatan luaran dokumen.
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Pembuatan Dokumen Administrasi

Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran
kegiatan sampai serah terima pekerjaan.

Pembentukan Tim Proyek

Pembentukan tim proyek terdiri dari project owner, project
manager, analis dan surveyor yang terlibat dalam kegiatan.
Pengumpulan Dokumen eksisting

Dokumen eksisting didapatkan dari laman web Kota Madiun
serta dokumen dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dan regulasi terkait.
Sosialisasi Seluruh Perangkat Daerah

Sosialisasi dilakukan pada Hari Senin, 31 Mei 2022 secara
luring. Kegiatan ini mengundang perwakilan dari 21 (dua puluh
satu) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) RSUD, 9 (sembilan)
Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, Kecamatan, dan UPTD Puskesmas. Proses
sosialisasi dilakukan pukul 09.00 — 14.00 WIB. Sosialisasi ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing
Perwakilan Perangkat Daerah tentang SPBE dan detail kegiatan
yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya SPBE dan
dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing
Perangkat Daerah untuk kegiatan ini.

Penjelasan Aplikasi Survei dengan Seluruh Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilakukan pada Hari Senin, 4 Juli 2022 secara
luring yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah. Sosialisasi
ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan pengisian form
survei berbasis web. Selain itu juga bertujuan untuk
memberikan pemahaman ke Perangkat Daerah terkait dokumen
apa saja yang dibutuhkan saat survei nantinya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan terhadap
surveyor lapangan untuk berkoordinasi dengan PIC (Personal in
Charge) masing-masing Perangkat Daerah terkait jadwal visitasi

ke Perangkat Daerah.
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Pengisian Data Survei Secara Mandiri

Pengisian data secara mandiri dilakukan oleh masing-masing
PIC Perangkat Daerah, bekerjasama dengan seluruh bidang
pada setiap Perangkat Daerah. Pengisian ini dilakukan pada

laman web http://survey-madiun.pttati.co.id/. Masing-masing

Perangkat Daerah memiliki username dan password untuk
melakukan pengisian. Pengisian secara mandiri dilakukan pada
tanggal 5 — 8 Juli 2022.

Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap
Perangkat Daerah

Survei lapangan dan Verifikasi data isian survei dilakukan oleh
tim survei satu-per-satu tiap Perangkat Daerah. Proses survei
dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian mandiri yaitu
pada tanggal 11 Juli - 15 Juli 2022. Sebelum melakukan
verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk
membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang
jelas, dan bukti dokumen apa yang harus di unggah.
Rekapitulasi data Hasil survei

Rekapitulasi data hasil survei ini bertujuan untuk melihat
kesenjangan data yang didapatkan serta data apa saja yang
masih belum dikumpulkan. Pada tahap ini, tim proyek akan
menghubungi PIC Perangkat Daerah terkait bilamana ada data
yang dibutuhkan.

Analisis Gap dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE
Analisis Gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi
sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh
Pemerintah  Kota Madiun. Kondisi eksisting disusun
berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari
setiap domain.

Verifikasi Data Eksisting dengan Seluruh Perangkat Daerah

Verifikasi data eksisting ini dilakukan via aplikasi zoom
meeting setelah data hasil survei sudah dianalisis menjadi
dokumen eksisting Kota Madiun.

Tujuannya untuk melakukan konfirmasi data eksisting agar
valid dan sesuai dengan kondisi setiap Perangkat Daerah.
Analisis Gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi
sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh

Pemerintah Kota Madiun.
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12) Penyusunan Dokumen Arsitektur
Dokumen Arsitektur SPBE ini adalah penyusunan Bab 2 hingga
Bab 7. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan analisis
eksisting dan hasil GAP yang telah didapatkan. Hasil dari
tahapan ini menghasilkan Arsitektur SPBE Kota Madiun Tahun
2023-2027.

13) FGD dan Desk Evaluation data Peta Rencana
FGD (Forum Group Discussion) bertujuan untuk melakukan
pengecekan kebenaran data peta rencana yang telah dianalisis
kepada masing-masing Perangkat Daerah. FGD dilakukan
secara online dengan perwakilan PIC dari seluruh Perangkat
Daerah. Kegiatan ini melakukan verifikasi kesesuaian hasil
analisis usulan peta rencana SPBE dalam kurun S tahun
dengan kebutuhan tiap Perangkat Daerah.

14) Presentasi Akhir
Presentasi akhir dilakukan ketika keseluruhan dokumen
Arsitektur SPBE Kota Madiun telah selesai dianalisis. Presentasi
mendatangkan perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah di
Kota Madiun.

15) Revisi Dokumen & Penyerahan Dokumen Akhir
Hasil dari presentasi akhir, tidak menutup kemungkinan untuk
adanya revisi dokumen. Tim proyek akan melakukan
pengecekan ulang dokumen berdasarkan revisi yang telah
diberikan. Kemudian, hasil dari revisi akhir merupakan
dokumen akhir Arsitektur SPBE Kota Madiun
Tahun 2023-2027.

Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE
Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kota Madiun 2023-2027.

KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Kondisi yang ingin dicapai merupakan gambaran tentang Kota
Madiun dan harapan predikat penilaian yang akan dicapai selama 5
(lima) tahun mendatang berdasarkan RPJMD. Pencapaian indeks

SPBE melibatkan seluruh elemen Pemerintah Kota Madiun.
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Pemerintah Kota Madiun

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan
wilayah di Wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut
menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan,
perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun
merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai
topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah
dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung
daerah hinterland yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata
yang cukup terkenal.

Secara astronomis, Kota Madiun terletak di titik koordinat 7°-8°
Lintang Selatan dan antara 111°-112° Buyjur Timur. Wilayah Kota
Madiun hampir sepenuhnya berbatasan/dikelilingi oleh Kabupaten
Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan dengan batas-
batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan
dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Pada tahun 2020 Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23
km? yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan
Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo.
Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan
Taman dengan luasan sebesar 12,46 km?2 (37,50%), disusul
Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km? (32,29%), dan Kecamatan
Manguharjo seluas 10,04 km? (30,21%). Berikut ditampilkan luas
wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

Visi dan Misi RPJMD Kota Madiun Rumusan Visi pembangunan
daerah berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
adalah:
“Terwujudnya Pemerintahan bersih Berwibawa Menuju
Masyarakat Sejahtera”

Terdapat 4 (empat) Misi Kota Madiun yang tertuang dalam
RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024. Rumusan misi merupakan
penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya

yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan
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kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai. Penjabaran dari misi, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance).

2. Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

4. Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan

tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Keterkaitan Visi dan Misi dengan Arsitektur SPBE
Penyusunan Arsitektur SPBE diharapkan selaras dengan visi

dan misi Pemerintah Kota Madiun. Penyusunan Arsitektur SPBE
selaras dengan misi nomor 1 (satu) yaitu “Mewujudkan
Pemerintahan yang baik (good governance).” Dalam rangka untuk
mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Madiun yang
prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang
profesional dan sistem modern berbasis informasi teknologi (IT)
menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Visi dan Misi SPBE
Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kota Madiun disusun

berdasarkan visi misi Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2018-2023 dan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diselaraskan.
Sehingga Visi SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027

yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

yang Terpadu dan Menyeluruh guna mencapai birokrasi dan
pelayanan publik yang Berkinerja Tinggi Menuju Masyarakat

Sejahtera'.

Untuk mewujudkan dan mendukung visi SPBE, adapun misi

SPBE Kota Madiun yakni sebagian berikut:

° Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
dengan penguatan organisasi dan tata kelola sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.

° Misi 2: Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Madiun dengan
membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif

berbasis Teknologi informasi dan komunikasi.
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° Misi 3: Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik
yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau guna
mensejahterakan masyarakat Kota Madiun untuk mendukung
kemandirian ekonomi.

° Misi 4: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan
lingkungan dengan didukung fondasi teknologi informasi dan
komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.

Tujuan dan Sasaran SPBE
Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE

Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 adalah:

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel serta profesional yang
berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities.

2) Terwujudnya Pembangunan infrastruktur SPBE sebagai Kota
yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan yang
terintegrasi.

3) Meningkatnya kapasitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
SPBE yang berkualitas dan berdaya saing.

4) Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif untuk tata Kelola
dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.

5) Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan  Stabilitas
Kehidupan Sosial Masyarakat dengan layanan SPBE yang
terpadu dan berorientasi kepada pengguna.

Hasil Penilaian SPBE Kota Madiun
Berdasarkan indikator penilaian pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan

evaluasi SPBE berskala nasional, dimana seluruh Kementerian/

Lembaga/ Daerah/ Instansi memiliki indeks penilaian masing-masing.

Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar pelaksanaan SPBE dapat

berjalan untuk mencapai tujuannya.

Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui
sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian pada evaluasi SPBE

menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk
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menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE,
dan domain Layanan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat
kematangan diberi nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai
Indeks. Nilai ini dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan
pada indikator. Detail nilai indeks dan predikat dapat dilihat pada
Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Predikat Indeks SPBE

No Nilai Indeks Predikat ‘
1 42-5,0 Memuaskan

2 3,5-<4,2 Sangat Baik

3 2,6 -<3,5 Baik

4 1,8-<2,6 Cukup

5 <1,8 Kurang

(sumber: Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang

Pemantauan dan Evaluasi SPBE)

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur

penilaian yang terdiri dari:

a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;

b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
dan

c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan

SPBE yang dinilai.

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kota
Madiun menunjukkan nilai indeks 3,06 dengan predikat Baik.

Detail hasil penilaian dapat dilihat pada Gambar 1.2.
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3,06
INDEKS SPBE - PEMERINTAH KOTA MADIUN (B' ik)
ai

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks

SPBE 3,06
Domain Kebijakan SPBE 2,80
Kebijakan Internal terkait 2 80
Tata Kelola SPBE ’
e o e e e e Domain Tata Kelola SPBE 2,30
Perencanaan Strategis SPBE 2,75

Teknologi Informasi dan 2.00

[T N Komunikasi
f . Penyelenggara SPBE 2,00
3 ; A Domain Manajemen SPBE 2,00
o - Penerapan Manajemen

SPBE 2,00

Audit TIK 2,00
Domain Layanan SPBE 3,95
Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis 3,80

Elektronik
Layanan Publik Berbasis
Elektronik

4,17

Gambar 1.2. Indeks SPBE Kota Madiun Tahun 2021
Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 Pemerintah Kota Madiun

menunjukkan predikat “baik” dengan nilai indeks SPBE adalah 3,06.
Nilai indeks ini diperoleh dari beberapa domain dalam indeks
penilaian SPBE ini yaitu Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE,
Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Dalam hasil
penilaian indeks SPBE terdapat aspek target dan hasil indeks SPBE,
hal ini bertujuan untuk melihat Gap ketercapaian dari masing-masing
domain. Terdapat beberapa domain yang masih belum terpenuhi dan
dibawah nilai target yang ditentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, setiap indeks memiliki kekuatan
dan kelebihan. Domain Kebijakan SPBE yang mencakup Kebijakan
Internal terkait Tata Kelola SPBE memiliki (nilai 2,80). Pemerintah
Kota Madiun memiliki kelemahan wuntuk substansi Tingkat
Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dimana pengaturan
penyusunan arsitektur hanya Sebagian domain saja yang masih
diterapkan pada lingkup internal Kota Madiun.

Pada tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data,
data dukung tidak menggambarkan adanya serangkaian proses
pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data,
kualitas data dan interoperabilitas. Kemudian, Domain Tata Kelola
yang mencakup perencanaan strategis SPBE.

Teknologi informasi dan komunikasi dan Penyelenggara SPBE

memperoleh (nilai 2,30). Pada domain ini, terdapat nilai aspek
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terendah yaitu pada Teknologi informasi dan komunikasi dan
penyelenggara SPBE (nilai 2,00), nilai ini dipengaruhi karena pada
dokumen arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan
domain arsitektur Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur,
aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Domain Manajemen yang
mencakup penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK memperoleh
(nilai 2,00).

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun masih belum
melaksanakan penerapan manajemen SPBE Penerapan Manajemen
Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan
Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Manajemen
Perubahan dimana tidak ditemukan adanya perencanaan matang
yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau
Renstra terkait dengan manajemen. Pelaksanaan audit infrastruktur
dan pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini juga
belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.
Domain Layanan SPBE yang meliputi Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis
Elektronik memperoleh (nilai 3,95). Secara keseluruhan penerapan
pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi
oleh Pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun sudah
mengimplementasikan beberapa layanan aplikasi untuk layanan
publik berbasis elektronik.

Indeks SPBE yang ingin dicapai Pemerintah Kota Madiun

Indeks SPBE mengacu pada peraturan SPBE yang telah
diperbarui sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2018. Pada Tahun 2020, disahkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59
Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik untuk dijadikan pedoman penilaian dengan 47
indikator. Dokumen RPJMD Kota Madiun sudah menyebutkan Target
Indeks SPBE pada indikator kinerja dari Misi ke 1 sasaran ke 1 yaitu
meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Target nilai dapat dilihat pada Gambar 1.3
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Tabel 5.5
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Kondisi Target Capaian
Misi/Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan Awal 2021 2022 2023 2024 Kondisi Akhir
(2020)
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik, bersih, Indeks
T.1 | dan profesional yang IT1.1 | Reformasi Indeks | (B) 65,55 (B) 67 (B) 68 (B) 69 (BB) 70,01 (BB) 70,01
berorientasi pada Birokrasi
pelayanan publik
berbasis smart cities
Nilai
Akuntabilitas
IS1.1 Kinerja Skor BB (70,01) BB (73) BB (76) BB (79) A (80,01) A (80,01)
Pemerintah Kota
Madiun (AKIP)
Nilai Laporan
Penyelanggaraan 3,385 N — A Sangat A
Is1.2 Pemerintah Skor (tingg]) Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Daerah (LPPD)
Meningkatnya Indeks Sistem .
oy | akuntabilitas Pemerintahan Tdakada | s 285 .
" | penyelenggaraan IS1.3 | Berbasis Indeks Pi";am" BAL BAIK ALK 2,90 (BAIK) 2,90 (BAIK)
pemerintah daerah Elektronik SD;; (I ) (] ) (] )
(SPBE)
Opini BPK WTP WTP - - - - WTP
Persentase
Kelurahan yang
mendapatkan % 18,51 - - - - 18,51
klasifikasi
Swasembada

Gambar 1.3. Target Indeks SPBE pada RPJMD Kota Madiun
Berdasarkan nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun tahun
2021 yaitu 3,06, dimana hasil ini telah sesuai dengan target yang

diharapkan. Target Indeks SPBE yang diharapkan oleh Pemerintah

Kota Madiun dijabarkan pada Gambar 1.3.
Tabel 1.2. Target Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun
2021-2024
2021 2022 2023 2024

2,83 2,85 2,87 2,90

Sesuai dengan capaian target pada tahun 2022 yang tertuang
pada RPJMD yaitu 2,85, dimana hasil laporan hasil evaluasi SPBE
Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2021 yaitu 3,06 hasil ini telah
melampaui target yang telah dituliskan pada RPJMD. Sehingga,
diharapkan target nilai indeks SPBE pada tahun 2022 dapat
meningkat atau mempertahankan capaian nilai di tahun 2022.
Adapun peningkatan nilai indeks RPJMD ini sebesar 0,2 setiap
tahunnya. Peningkatan nilai indeks SPBE ini dihitung dari target
indeks SPBE pada RPJMD. Terdapat 3 Domain yang harus
ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu domain kebijakan
SPBE, domain tata Kelola SPBE, dan domain manajemen SPBE.
Dalam domain tersebut terdapat indikator yang harus ditingkatkan
pada masing-masing aspek yaitu:

1. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE
- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah (Nilai Tingkat Kematangan 2)
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Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Perencanaan Strategis SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 2)

- Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah (Nilai Tingkat Kematangan 2)

- Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah (Nilai Tingkat Kematangan 2)

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (Nilai
Tingkat Kematangan 2)

Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data (Nilai Tingkat
Kematangan 1)

Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat/Pemerintah  (Nilai Tingkat

Kematangan 2)

Penyelenggara SPBE

Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah (Nilai Tingkat Kematangan 2)
Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE (Nilai
Tingkat Kematangan 2)

Manajemen SPBE

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
(Nilai Tingkat Kematangan 1)

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data (Nilai
Tingkat Kematangan 2)

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK (Nilai
Tingkat Kematangan 2)

Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya
Manusia (Nilai Tingkat Kematangan 2)

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
(Nilai Tingkat Kematangan 1)

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan (Nilai

Tingkat Kematangan 2)

Audit TIK

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
(Nilai Tingkat Kematangan 1)

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (Nilai
Tingkat Kematangan 1)
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Dokumen Arsitektur SPBE merupakan dokumen yang akan
dievaluasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun
harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai
evaluasi SPBE pada nilai maksimal hingga 4,06 di tahun 2027. Aspek
penilaian SPBE yang masih memiliki kekurangan seperti kebijakan
SPBE, domain tata Kelola SPBE, dan domain manajemen SPBE dapat
lebih ditingkatkan lagi.

KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP
Kondisi Eksisting Proses Bisnis dan Analisis GAP menjelaskan

mengenai Proses Bisnis pada Pemerintah Kota Madiun. Setelah
mengetahui kondisi saat ini, akan dibahas kondisi yang ideal untuk
dicapai setelah itu akan didapatkan Gap antara kondisi saat ini dan
kondisi ideal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menemukan
strategi pembangunan yang tepat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian Proses Bisnis
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018,

Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling

terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan

pemerintah daerah masing-masing. Proses bisnis merupakan salah
satu domain Arsitektur SPBE yang bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan

Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Penyusunan

proses bisnis pada setiap Pemerintah Daerah berpedoman pada

Arsitektur SPBE Pemerintah daerah.

Struktur Arsitektur Proses Bisnis
Referensi Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam

menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses

yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam domain
arsitektur proses bisnis pemerintahan, kemudian diklasifikasikan
substansi pemerintah ke dalam 4 (empat) tingkatan Struktur

Referensi Arsitektur Proses Bisnis, yaitu:

1) Sektor Pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses
bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai
tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor

pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik
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Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang,

dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat

2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

3) Fungsi Pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan
pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (tiga), yang
selanjutnya Instansi Pusat dan  Pemerintah  Daerah
mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat
nasional;

4) Sub Fungsi Pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari
fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini
sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan
informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan
dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor
Pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan
pemerintahan di tingkat 2 (dua). Pemerintah Daerah, dalam
menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional
serta melengkapi proses bisnis pada tingkat bawahnya yaitu pada
fungsi pemerintahan di tingkat 3 (tiga) dan sub fungsi pemerintahan

di tingkat 4 (empat) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.4.

Struktur Refrensi Arsitektur Proses Bisnis

. . SPBE Nasional
Lngkat 1 (Sektor Pemerintahan)

(Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

[Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) ;]

SPBE Instansi Pusat [Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)

SPBE Pemerintah Daerah

J

Gambar 1.4. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Referensi Proses Bisnis (RAB)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 telah
dijelaskan pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis, bahwa Domain
proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkatan, dimana

terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di
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tingkat nasional yang mengacu pada Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait proses bisnis

dijelaskan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Referensi Proses Bisnis

Deskripsi Referensi Arsitektur Proses
Kode Referensi Arsitektur
Bisnis

Pertahanan dan Luar Negeri (01)

01.01 | Pertahanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pertahanan negara.

01.02 | Hubungan Luar Negeri Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang hubungan luar negeri.

Ekonomi dan Industri (02)

02.01 | Industri Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pengelolaan industri.

02.02 | Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang perdagangan.

02.03 Pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pertanian.

02.04 | Perkebunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang perkebunan.

02.05 | Peternakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang peternakan.

02.06 | Perikanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang perikanan.

02.07 | Badan Usaha Milik Penyelenggaraan urusan pemerintahan
Negara dalam bidang pengelolaan badan usaha

milik negara.

02.08 | Investasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam pembinaan penanaman modal.

02.09 | Koperasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam pembinaan koperasi.

02.10 | Usaha Kecil Dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan
Menengah dalam bidang pembinaan usaha kecil dan
menengah.
02.11 | Pariwisata Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kepariwisataan.

Pembangunan Kewilayahan (03)

03.01 Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pekerjaan umum.

03.02 | Transmigrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan




Deskripsi Referensi Arsitektur Proses

Referensi Arsitektur
Bisnis

dalam bidang transmigrasi.

03.03 | Transportasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang transportasi.

03.04 | Perumahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang perumahan.

03.05 | Pembangunan Kawasan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan
atau Daerah Tunggal dalam bidang pembangunan kawasan atau

daerah tertinggal.

03.06 | Pertahanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pertanahan.

03.07 | Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kependudukan.

Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)

04.01 Kesehatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kesehatan.

04.02 | Sosial Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang sosial.

04.03 | Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)

05.01 Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang hukum.

05.02 | Keamanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang keamanan.

05.03 | Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang hak asasi manusia.

Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)

06.01 Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pendidikan.

06.02 | Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang ketenagakerjaan.

06.03 | Ilmu Pengetahuan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan
Teknologi dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
06.04 | Pemuda Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pemberdayaan dan

pengembangan pemuda.

06.05 | Olahraga Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang keolahragaan.

Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.01 Pertambangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan




Deskripsi Referensi Arsitektur Proses

Referensi Arsitektur
Bisnis

dalam bidang pertambangan.

07.02 | Energi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang energi.

07.03 | Kehutanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kehutanan.

07.04 | Kelautan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kelautan.

07.05 | Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang lingkungan hidup.

Budaya dan Agama (08)

08.01 Agama Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang agama.

08.02 | Kebudayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kebudayaan.

Pemerintahan Umum (09)

09.01 Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang dalam negeri.

09.02 Keuangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang keuangan negara.

09.03 | Informasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang informasi.

09.04 | Komunikasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang komunikasi.

09.05 | Perencanaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pembangunan Nasional | dalam bidang perencanaan pembangunan

nasional.

09.06 | Aparatur Negara Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pengelolaan aparatur negara.

09.07 Kesekretariatan Negara Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang kesekretariatan negara.

1.3.4 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kota Madiun

Kondisi eksisting adalah kondisi yang mengacu pada keadaan
atau kejadian saat sekarang. Pada bagian ini mengacu pada kondisi
Proses Bisnis Pemerintahan Kota Madiun pada saat ini. Hal yang akan
dibahas yaitu mengenai urusan pemerintahan Kota Madiun,
ketersediaan peta proses bisnis level kota pada Pemerintahan Kota
Madiun, ketersediaan peta proses bisnis level Perangkat Daerah
di Pemerintahan Kota Madiun dan Ketersediaan dokumen standar

operasional (SOP) di pemerintahan Kota Madiun.
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1.3.4.1 Daftar Urusan

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Dimana urusan pemerintahan ini tercantum dalam
RPJMD. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga)
urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Madiun ini terbagi menjadi 8 kelompok urusan.

Delapan urusan tersebut yaitu Urusan Pemerintahan Wajib
yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (6 urusan), Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
(16 urusan), Urusan Pemerintahan Pilihan (6 wurusan), Unsur
Pendukung Urusan Pemerintahan (1 urusan), Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan (8 urusan), Unsur Pengawasan Urusan

Pemerintahan (2 urusan), Unsur Kewilayahan (2 urusan), dan Unsur

Pemerintahan Umum (1 urusan) yang masing-masing diuraikan pada
Tabel 1.4.
Tabel 1.4 Daftar Urusan Perangkat Daerah Kota Madiun

Diampu/
Sektor Urusan Tidak Kelompok
Nama Urusan
Urusan Pemerintahan Diampu Urusan
(Ya/Tidak)
Pertahanan Pertahanan Ya Pendidikan
dan Luar Hubungan Luar Tidak
Negeri Negeri
Industri Ya
Perdagangan Ya Urusan
Pertanian Ya Pemerintahan
Perkebunan Ya Wajib yang
. Kesehatan
Peternakan Ya Berkaitan
Ekonomi dan Perikanan Ya dengan
: Pelayanan
Industri Badan Usaha Tidak Y
. Dasar
Milik Negara
Investasi Tidak
Koperasi Ya
. Ya
Usaha Kecil Dan Perumahan
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Diampu/
Sektor Urusan Tidak Kelompok
Nama Urusan
Urusan Pemerintahan Diampu Urusan
(Ya/Tidak)
Menengah Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Ya Pekerjaan
Pariwisata Umum dan
Penataan Ruang
Pekerjaan Ya Ketentraman,
Umum Ketertiban
Ya Umum dan
Transmigrasi Ketertiban
Masyarakat
Transportasi Ya Sosial
Perumahan Ya Tenaga Kerja
Pembangunan Pengendalian
Pembangunan Penduduk
i endudukan
Kewilayahan Kawasan atau Ya
dan Pencatatan
Daerah Tunggal
Sipil
Pemberdayaan
Perempuan dan
Pertahanan Ya
Perlindungan
Anak
Kependudukan Ya Urusan Perhubungan
Pemerintahan
5 Komunikasi dan
Kesehatan Ya Wajib yang
tidak Informatika
Perlindungan Berkaitan
Sosial dan Sosial Ya dengan Statistik
Kesehatan Pelayanan
Pemberdayaan Dasar
Ya Persandian
Perempuan
Koperasi, Usaha
Hukum Tidak Kecil dan
Ketertib
crertiban Menengah
Umum dan
Keamanan Tidak Pangan
Keselamatan
Hak Asasi
Tidak Pertanahan
Manusia
Pendidikan Lingkungan
Pendidikan Ya
dan Tenaga Hidup
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Diampu/
Sektor Urusan Tidak Kelompok
Nama Urusan
Urusan Pemerintahan Diampu Urusan
(Ya/Tidak)
Kerja Kepemudaan
Ketenagakerjaan Ya
dan Olahraga
Ilmu
Pengetahuan Tidak Kebudayaan
dan Teknologi
Administrasi
Kependudukan
Pemuda Ya
dan Pencatatan
Sipil
Olahraga Ya Perpustakaan
Lingkungan . .
Pertambangan Tidak Kearsipan
dan Sumber
Daya Alam Energi Ya Pertanian
Kelautan dan
Kehutanan Ya
Perikanan
Kelautan Ya Pariwisata
Urusan
Lingkungan o
Ya Pilihan Perdagangan
Hidup
Budaya dan Agama Tidak
Perindustrian
Agama Kebudayaan Ya
Dalam Negeri Transmigrasi
Sekretariat
Keuangan Ya
DPRD
- Bagian
Administrasi
Pemerintahan
Umum
Unsur - Bagi
Pemerintahan aglan
Pendukung Administrasi
Umum
Urusan Perekonomian
Informasi Tidak )
Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat
- Bagian
Hukum
- Bagian

Organisasi
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Diampu/

Sektor Urusan Tidak Kelompok

Nama Urusan
Urusan Pemerintahan Diampu Urusan

(Ya/Tidak)

- Bagian Umum
- Bagian
Pengadaan
Barang/Jasa
dan
Administrasi
Pembangunan
Komunikasi Tidak Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan Ya Urusan Keuangan
Nasional Penunjang
Urusan Kepegawaian
Pemerintahan | gerta
Aparatur Negara Ya
Pendidikan dan
Pelatihan
Unsur
Pengawasan
Penyelenggar
Kesekretariatan )
Tidak aan Pengawasan
Negara
Pemerintahan
Daerah
Unsur
Kecamatan
Kewilayahan
Unsur Kesatuan
Pemerintahan | Bangsa dan
Umum Politik

Pada Tabel 1.4, dari 8 kelompok urusan yang telah dijabarkan
kedalam daftar urusan Pemerintah Kota Madiun telah dipetakan
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Dari 45
(empat puluh lima) referensi arsitektur bisnis, Pemerintah Kota
Madiun telah memenuhi 36 (tiga puluh enam) referensi arsitektur
proses bisnis. Sementara untuk 7 (tujuh) referensi arsitektur proses
bisnis lainnya tidak menjadi kewenangan urusan Pemerintah Kota

Madiun. Untuk 7 (tujuh) pengelompokkan wurusan berdasarkan
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referensi arsitektur proses bisnis diantaranya (RAB 01.02) Hubungan
Luar Negeri, (RAB 02.04) Perkebunan, (RAB 07.01) Pertambangan,
(RAB 07.04) Kelautan, (RAB 07.03) Kehutanan, (RAB 08.01) Agama,
dan (RAB 07.02) Energi. Setiap urusan memiliki beberapa nama
urusan dan nama Perangkat Daerahnya yang kemudian diuraikan
Jumlah Urusan, Nama Urusan dan dan Jumlah PD dapat dilihat pada
Tabel 1.5.
Tabel 1.5. Jumlah Kelompok Urusan, Urusan dan PD Kota Madiun

Kelompok Urusan Jumlah Urusan Jumlah
PD
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar > 6
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan r 19
Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Pilihan 7 7
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4 7
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 8 7
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 2 3
Unsur Kewilayahan 1 1
Unsur Pemerintah Umum 1 1

Pada Tabel 1.5. terdapat 5 (lima) jenis urusan pada urusan
Wajib Pelayanan Dasar, 16 (enam belas) jenis urusan pada urusan
Wajib Pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7
(tujuh) jenis urusan pada urusan Pelayanan Pilihan, 4 (empat) jenis
urusan pada urusan Pendukung Urusan Pemerintahan, 8 (delapan)
jenis urusan pada urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan,
2 (dua) jenis urusan pada urusan Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan, 1 (satu) jenis urusan pada urusan Unsur
Kewilayahan dan 1 (satu) jenis urusan pada kelompok urusan Unsur
Pemerintahan Umum. Diantara 8 Kelompok Urusan terdapat 3
kelompok urusan yang memiliki jenis urusan paling sedikit yaitu
kelompok Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan yang memiliki
jenis urusan Inspektorat Daerah, kelompok Unsur Kewilayahan
yang memiliki jenis urusan Kecamatan, dan kelompok Unsur
Pemerintahan Umum yang memiliki jenis urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik.
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1.3.4.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Kota

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan
bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di
lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi,
tujuan, dan strategi organisasi. Ruang lingkup penyusunan peta
proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja
organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018, tentang
penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan
yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk
mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level
berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu
proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis yang sangat
tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Peta
proses bisnis yang dimiliki instansi Pemerintah berdasarkan
tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level O, level 1, sampai
dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Level O

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses
bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama,
proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

Peta proses bisnis level O merupakan turunan langsung dari
visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level

0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh

masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta

proses bisnis yang dilakukan oleh wunit organisasi dan
keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

c. Level Selanjutnya (Level n)
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses

yang ada di level 1.
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Berdasarkan kondisi eksisting Kota Madiun telah memiliki peta
proses bisnis level kota yang mana pembuatan peta proses bisnis ini
telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintahan. Pembuatan peta proses telah disahkan ke dalam Surat
Keputusan Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/253/2019
tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun. Peta
proses bisnis level Kota milik Pemerintah Madiun diidentifikasikan ke
dalam 3 proses yaitu Proses Bisnis Utama atau Proses Inti, Proses
Bisnis Manajerial dan Proses Bisnis Pendukung. Penggambaran peta
proses bisnis ini telah disesuaikan dengan prinsip Supplier-Input-
Process-Output-Customer (SiPoC). Detail penggambaran peta proses

bisnis level Kota di Kota Madiun dapat dilihat pada Gambar 1.5.
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Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Kota Madiun
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Representasi dari Gambar 1.5. Peta proses bisnis level O Kota
Madiun bahwa peta proses bisnis tersebut merupakan turunan
langsung dari visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kota Madiun.
Penentuan peta proses bisnis level O juga mengacu pada Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Proses Utama didefinisikan sebagai proses yang menciptakan
aliran nilai utama. Pada proses utama digambarkan sebagai proses

yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga didapatkan
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hasil identifikasi dari misi 2 sampai dengan misi 4 Kota Madiun
masuk ke dalam proses utama. Terdapat 4 proses pada peta proses
bisnis level O pemerintah Kota Madiun.

Peta sub proses diidentifikasi berdasarkan sasaran atau tujuan
yang dituangkan dengan menggunakan bahasa proses. Peta sub
proses level 1 Kota Madiun MDN-01 “Peningkatan partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan”, peta sub proses ini
merupakan turunan langsung dari misi 2. Peta sub proses bisnis ini
mengacu pada misi 1 Kota Madiun, namun sasaran pada misi 1
adalah internal Kota Madiun. Peta proses bisnis level 1 Kota Madiun
MDN-02, MDN-03, dan MDN-04 mendukung dan mengacu pada misi
2-misi 4 Kota Madiun. Pada peta sub proses level 1 MDN-02
“Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup”.

Diidentifikasi bahwa peta sub proses ini mendukung misi 2
Kota Madiun, yang mana peta sub proses MDN-02 sesuai dengan
sasaran pada misi 2 Kota Madiun yaitu Meningkatnya kualitas
layanan infrastruktur kota dan meningkatnya kualitas lingkungan
hidup.

Peta sub proses level 1 MDN-03 “Peningkatan kualitas hidup
masyarakat”, diidentifikasi bahwa peta sub proses ini mendukung
misi 3 Kota Madiun yaitu Terwujudnya pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Meningkatnya kualitas
pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan gender
merupakan acuan dari sasaran misi 3 Kota Madiun yang sesuai
dengan peta sub proses MDN-03.

Peta sub proses level 1 MDN-04 “Peningkatan kemandirian
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”, diidentifikasi peta sub
proses MDN-04 mendukung misi 4 Kota Madiun yaitu Terwujudnya
pembangunan ekonomi inklusif dan terwujudnya pemerataan
kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat. Peta sub
proses MDN-04 telah mengacu sasaran misi 4 Kota Madiun.

Proses Manajerial adalah proses untuk mengelola perencanaan
dan pembangunan daerah, pengelolaan SDM, pengendalian dan
pengawasan, pengelolaan pemerintahan dan organisasi, pengelolaan
keuangan dan aset daerah. Proses manajerial dan proses
pendukung Peta Proses Bisnis Kota Madiun merupakan

terjemahan dari misi 1 (internal Pemerintah Kota Madiun) dengan
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bahasa proses, yang mana pada misi 1 Kota Madiun tidak berkaitan
langsung dengan masyarakat. Pada proses manajerial peta proses
bisnis level O pemerintah Kota Madiun tertuang dari fungsi
kesekretariatan. Maka dalam proses ini terdapat 3 proses manajerial.

Serta Proses Pendukung merupakan proses untuk mengelola
operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan
dengan baik. Proses pendukung pada peta proses bisnis level O
pemerintah Kota Madiun memberikan nilai tambah bagi pengampu
eksternal. Dalam hal ini terdapat 3 proses pendukung yaitu pelayanan
administrasi dan kearsipan, pelayanan informasi, komunikasi,
statistik, keamanan informasi dan aplikasi informatika, serta
pembentukan perundang-undangan dan pelayanan hukum.

Gambar Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun
diidentifikasi dengan penerapan prinsip Supplier-Input-Process-Output-
Customer (SiPoC). Tahapan input/masukan dan output/ keluaran
proses peta proses bisnis Kota Madiun terdiri dari 7
supplier/ pemasok, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi,
DPRD Kota, Walikota, Instansi Vertikal, Investor, dan Masyarakat.

1.3.4.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil survei kondisi eksisting yang telah dilakukan
pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota
Madiun, sebanyak 18 (51%) Perangkat Daerah Pemerintahan Kota
Madiun telah memiliki Peta Proses Bisnis. Dan sebanyak 17 (49%)
Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Madiun belum memiliki Peta
Proses Bisnis. Berikut Gambar 1.6 penjelasan grafik ketersediaan

proses bisnis pada Pemerintahan Kota Madiun.

Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level PD

49%

M Belum memiliki proses bisnis Memiliki Proses Bisnis

Gambar 1.6. Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level PD
Berdasarkan kondisi eksisting ketersediaan proses bisnis pada
Pemerintahan Kota Madiun, dari jumlah 35 Perangkat Daerah
sebanyak 18 Perangkat Daerah (51%) telah memiliki peta proses

bisnis. Merujuk pada hasil analisis dari 18 Perangkat Daerah yang
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telah memiliki peta proses bisnis terdapat sejumlah 10 PD (23%) yang
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

Sedangkan 8 Perangkat Daerah yang memiliki peta proses
bisnis, namun berdasarkan pada hasil analisis belum mengikuti
tahapan penyusunan peta proses bisnis. Kesesuaian peta proses
bisnis di Pemerintahan Kota Madiun dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.7.

Kesesuaian Dengan Permenpan RB 19
Tahun 2018

B Sudah Mengacu Permenpan 19/2018
Belum Mengacu Permenpan 19/2018
Belum Memiliki Peta Proses Bisnis

Gambar 1.7 Kesesuaian Dengan Permenpan RB 19 Tahun 2018

Representasi data pada Gambar 3.4 yang mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Proses
Bisnis Instansi Pemerintahan 3 proses yaitu proses utama, proses
manajerial dan proses lainnya. Terdapat 9 ( sembilan) Perangkat
Daerah (PD) yang memiliki peta proses bisnis tetapi belum sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 adalah Badan Keuangan
dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, Kecamatan Manguharjo.

Terdapat salah satu contoh Peta Proses Bisnis Perangkat

Daerah (PD) yang telah mengacu pada Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2018 adalah Peta Proses Bisnis yang dibuat oleh Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peta
Proses Bisnis yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 1.8.

PETA PROSES BISNIS DINKES PP & KB

PROSES

Organisasi,
Regulasi, SDM,
Sarana

Prasarana,
Anggaran

Peningkatan Pengendalian md'"f'?“'(;ﬁ -
Jumlah Penduduk eks Kesehatan
o i

Peningkatan akses dan mutu
slav: cesehata
pelayanan kesehatan Pemerintah &

Gambar 1.8. Gambar Peta Proses Bisnis pada Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 1.8 merupakan Peta Proses Bisnis dari Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Peta
Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 dan
telah diidentifikasi ke dalam Proses Utama, Proses Pendukung dan
Proses Manajerial. Proses Utama terdiri dari proses Peningkatan
Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Sehat dan
Peningkatan Pengendalian Jumlah Penduduk. Proses Pendukung
terdiri dari proses Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
Proses Manajerial terdiri dari proses Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja. Pada Peta Proses Bisnis tersebut telah  menggunakan
struktur SIPOC (Supplier, Input, Proses, Output, Customer).

1.3.4.4 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
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aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana
dan oleh siapa dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ada empat faktor yang
dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang akan dipakai oleh suatu organisasi
yaitu berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu
prosedur, berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan
dalam suatu prosedur, siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan apa tujuan yang ingin
dicapai dalam pembuatan SOP ini. Format terbaik SOP adalah format
yang sederhana dan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan
secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten
sesuai dengan tujuan penyusunan SOP.

Beberapa manfaat dari penyusunan SOP di setiap layanan yang
dimiliki adalah SOP dapat menjamin konsistensi pelayanan terhadap
masyarakat, SOP membantu penyelesaian terhadap kesalahan-
kesalahan prosedur dalam memberikan layanan, serta SOP juga
membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan
standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi
bagi kinerja pelayanan. Ketersediaan SOP terhadap layanan pada

Pemerintahan Kota Madiun divisualisasikan pada Gambar 1.9.

Ketersediaan SOP Terhadap layanan

M Layanan yang sudah di dukung SOP M Layanan yang belum di dukung SOP

Gambar 1.9. Ketersediaan SOP Terhadap Layanan
Pada Gambar 1.9 merepresentasikan metadata eksisting
ketersediaan SOP terhadap layanan. Berdasarkan dari hasil survei
yang dilakukan pada 35 Perangkat Daerah (PD) di Kota Madiun, dari
324 layanan terdapat 251 (dua ratus lima puluh satu) atau 72%
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layanan Pemerintah Kota Madiun yang telah didukung SOP dan
terdapat 73 layanan (tujuh puluh tiga) atau 23% layanan
Pemerintah Kota Madiun yang belum didukung SOP. Berdasarkan
hasil dari analisa yang telah dilakukan, Layanan Pemerintahan Kota
Madiun yang paling banyak sudah didukung SOP adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan
jumlah 37 SOP. Detail keseluruhan SOP yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota Madiun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di masing-
masing dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Ketersediaan SOP.
Metadata Proses Bisnis SPBE

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan
pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur
proses bisnis dapat mewakili Referensi Arsitektur proses bisnis.
Metadata proses bisnis terdiri dari 5 (lima) atribut yang terdiri dari
ID, nama bisnis/urusan, uraian bisnis/urusan, kode model referensi,
ID metadata terkait. Detail dari metadata Proses Bisnis SPBE yang
telah dianalisis dapat dilihat pada Lampiran 3.1 Metadata Proses
Bisnis SPBE.
Analisis Gap

Setelah mengetahui kondisi eksisting pada pemerintah Kota
Madiun dan dilakukan analisis, kondisi tersebut akan dibandingkan
dengan kondisi ideal proses bisnis. Hasilnya akan ditemukan GAP
antara Kondisi eksisting dan kondisi ideal di pemerintah Kota Madiun.
Penjelasan analisis Gap dijabarkan pada Tabel 3.4.

Tabel 1.6. Analisis GAP Proses Bisnis SPBE

Parameter Referensi Kondisi Eksisting ‘ Kondisi Ideal GAP
Ketersediaan Peraturan Dari 35 Perangkat | Semua Perangkat | Terdapat 17 PD
Peta Proses | MENPAN-RB Daerah (PD) | Daerah (PD) | pada Pemerintah
Bisnis No 19 Tahun | Pemerintah Kota | memiliki peta | Kota Madiun yang

2018 Madiun, terdapat 10 | proses bisnis | belum memiliki
PD memiliki peta | sesuai dengan | peta proses bisnis
proses bisnis yang | PERMENPAN-RB
sesuai, 5 PD | No. 19 tahun 2018
memiliki peta proses
bisnis namun tidak
sesuai dengan
Permen PAN-RB No.
19 Tahun 2018.
Ketersediaan Peraturan Dari 322 layanan | Layanan SPBE | Terdapat 73
Dokumen MENPAN-RB SPBE Pemerintah | pada masing- | layanan (23%)
Standar Nomor 35 | Kota Madiun, | masing PD | Pemerintah Kota
Operasional Tahun 2012 terdapat 251 | sebaiknya Madiun yang
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Parameter Referensi Kondisi Eksisting ‘ Kondisi Ideal GAP
Prosedur layanan (77%) yang | didukung dengan | belum didukung
Terhadap telah didukung SOP | adanya SOP | dengan SOP
Layanan dan 73 layanan | sehingga lebih

(23%) yang belum | terstruktur dalam
didukung SOP melaksanakan

pelayanan urusan

Pemerintahan

KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI DAN ANALISIS GAP

Pada Subtansi 1.4 ini akan dibahas mengenai kondisi saat ini
dari data dan informasi yang ada pada Pemerintahan Kota Madiun.
Selanjutnya akan dilakukan proses analisis dengan kondisi ideal data
dan informasi, sehingga menghasilkan gap antara kondisi saat ini
dengan kondisi ideal data dan informasi Pemerintahan Kota Madiun.
Pengertian Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan
Surat Edaran Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
dijelaskan bahwa Data dan Informasi merupakan semua jenis data
dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan
atau pihak lain. Dalam penggunaanya Data dan Informasi
diutamakan untuk bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat
dan Pemerintah daerah dengan tujuan dan cakupan, penyediaan
akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas
data dan informasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia, data merupakan catatan atas kumpulan fakta
atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan
keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi,
atau situasi. Tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata
kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah
untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan. Pengaturan Satu Data Indonesia
bertujuan untuk:
a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi

Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata

kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
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b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi
pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai
dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan.

C. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga
tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan
yang berbasis pada Data.

d. Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-
undangan.

Informasi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai,
makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Dari
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa data dan Informasi
merupakan sekumpulan data atau fakta yang mengandung nilai yang
merepresentasikan suatu keadaan atau kondisi yang dapat diterima
oleh akal manusia.

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Arsitektur mengenai SPBE

Referensi Arsitektur Data dan Informasi merupakan acuan dalam

mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data

yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan

Pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan

dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor

39 Tahun 2019. Arsitektur Data dan Informasi terdiri atas 2 (dua)

tingkat, yaitu:

1. Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor
Pemerintahan dan data pendukung umum sebagai Arsitektur
Data dan Informasi tingkat 1 (pertama).

2. Data tematik, yang menjelaskan urusan Pemerintahan yang
diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang

diamanatkan oleh Undang-Undang, dikelompokkan ke dalam
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data urusan Pemerintahan dan uraian data pendukung umum

sebagai Arsitektur Data dan Informasi pada tingkat 2.

Selanjutnya Pemerintah Daerah akan mendefinisikan di tingkat
bawahnya, yang akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan
Arsitektur SPBE. Untuk taksonomi RAD SPBE Nasional terdiri dari 10
(sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (Empat Puluh
Sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua).

Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAD masing-masing
Perangkat Daerah mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta
melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 1.10 Data dan Informasi akan menjadi masukan dalam
menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya

layanan pemerintah yang diharapkan.

Struktur Refrensi Arsitektur Data dan Informasi
} SPBE Nasional

‘ Tingkat 1 (Data Pokok) ‘

: £

[Tingkat 3 (Data Topik)
SPBE Instansi Pusat

SPBE Pemerintah Daerah ‘ Tingkat 4 (Data Sub Topik)

LTingkat 2 (Data Tematik)

Gambar 1.10. Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Pada Gambar 1.10 menjelaskan pengelompokan Arsitektur Data
dan Informasi. Berdasarkan Taksonominya Arsitektur Data dan
Informasi terdiri dari sepuluh data pada Data Pokok tingkat pertama
dan empat puluh sembilan pada Data Tematik tingkat kedua.
Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi merupakan acuan
dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB.
Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB,
maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi
pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan secara  menyeluruh,
menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat

terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.
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Tabel 1.7. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

e Referensi Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan
Arsitektur Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)
01.01 | Data Pertahanan Data yang merepresentasikan bidang
pertahanan negara.
01.02 | Data Hubungan Data yang merepresentasikan bidang
Luar Negeri hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)
02.01 | Data Industri Data yang merepresentasikan bidang
pengelolaan industri.
02.02 | Data Perdagangan Data yang merepresentasikan bidang
perdagangan.
02.03 | Data Pertanian Data yang merepresentasikan bidang
pertanian.
02.04 | Data Perkebunan Data yang merepresentasikan bidang
perkebunan.
02.05 | Data Peternakan Data yang merepresentasikan bidang
peternakan.
02.06 | Data Perikanan Data yang merepresentasikan bidang
perikanan.
02.07 | Data Badan Usaha | Data yang merepresentasikan bidang
Milik Negara pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08 | Data Investasi Data yang merepresentasikan bidang
pembinaan penanaman modal.
02.09 | Data Koperasi Data yang merepresentasikan bidang
pembinaan koperasi.
02.10 | Data Usaha Kecil Data yang merepresentasikan bidang
Dan Menengah pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11 | Data Pariwisata Penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)
03.01 | Data Pekerjaan Data yang merepresentasikan bidang
Umum pekerjaan umum.
03.02 | Data Transmigrasi | Data yang merepresentasikan bidang
transmigrasi.
03.03 | Data Transportasi Data yang merepresentasikan bidang
transportasi.
03.04 | Data Perumahan Data yang merepresentasikan bidang
perumahan
03.05 | Data Pembangunan | Data yang merepresentasikan bidang
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Referensi Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan
Arsitektur Informasi

pembangunan kawasan atau daerah
Daerah Tunggal tertinggal.
03.06 | Data Pertahanan Data yang merepresentasikan bidang
pertanahan.
03.07 | Data Data yang merepresentasikan bidang
Kependudukan kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)
04.01 | Data Kesehatan Data yang merepresentasikan bidang
kesehatan.
04.02 | Data Sosial Data yang merepresentasikan bidang sosial.

04.03 | Data Pemberdayaan | Data yang merepresentasikan bidang

Perempuan pemberdayaan perempuan.

Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)

05.01 | Data Hukum Data yang merepresentasikan bidang
hukum.
05.02 | Data Keamanan Data yang merepresentasikan bidang
keamanan.
05.03 | Data Hak Asasi Data yang merepresentasikan bidang hak
Manusia asasi manusia.

Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)

06.01 | Data Pendidikan Data yang merepresentasikan bidang
pendidikan.

06.02 | Data Data yang merepresentasikan bidang
Ketenagakerjaan ketenagakerjaan.

06.03 | Data Ilmu Data yang merepresentasikan bidang ilmu
Pengetahuan dan pengetahuan dan teknologi.
Teknologi

06.04 | Data Pemuda Data yang merepresentasikan bidang

pemberdayaan dan pengembangan

pemuda.

06.05 | Data Olahraga Data yang merepresentasikan bidang

keolahragaan.

Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.01 | Data Pertambangan | Data yang merepresentasikan bidang

pertambangan.

07.02 | Data Energi Data yang merepresentasikan bidang
energi.

07.03 | Data Kehutanan Data yang merepresentasikan bidang

kehutanan.
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Referensi Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan
Arsitektur Informasi

07.04 | Data Kelautan Data yang merepresentasikan bidang

kelautan.

07.05 | Data Lingkungan Data yang merepresentasikan bidang

Hidup lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan Agama (08)
08.01 | Data Agama Data yang merepresentasikan bidang
agama.

08.02 | Data Kebudayaan Data yang merepresentasikan bidang

kebudayaan.

Informasi Pemerintahan Umum (09)

09.01 | Data Dalam Negeri | Data yang merepresentasikan bidang dalam

negeri.

09.02 | Data Keuangan Data yang merepresentasikan bidang

keuangan negara.

09.03 | Data Informasi Data yang merepresentasikan bidang
informasi.

09.04 | Data Komunikasi Data yang merepresentasikan bidang
komunikasi.

09.05 | Data Perencanaan Data yang merepresentasikan bidang

Pembangunan perencanaan pembangunan nasional.
Nasional

09.06 | Data Aparatur Data yang merepresentasikan bidang
Negara pengelolaan aparatur negara.

09.07 | Data Data yang merepresentasikan bidang
Kesekretariatan kesekretariatan negara.
Negara

Data Pendukung Umum (10)

10.01 | Data Kebijakan Data yang merepresentasikan informasi
Pemerintah terkait kebijakan pemerintah.

10.02 | Data Manajemen Data yang merepresentasikan informasi
Kegiatan terkait manajemen kegiatan pemerintahan.

10.03 | Data Kewilayahan Data yang merepresentasikan informasi

kewilayahan.

10.04 | Data Dukung Data yang merepresentasikan informasi

Lainnya yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

1.4.4 Kondisi Eksisting Data dan Informasi
Pada bagian ini akan dibahas terkait kondisi eksisting data dan

informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan
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hasil survei yang mana merupakan kondisi real pada lapangan yang
ditinjau terkait data dan informasi yang dimiliki dan kelola pada
Pemerintah kota Madiun. Didapatkan sebanyak 302 (tiga ratus dua)
data yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun yang
dihimpun dari masing-masing Perangkat Daerah.
Bentuk Data yang dimiliki

Berdasarkan hasil survei pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat
Daerah didapatkan total 302 (Tiga ratus dua) data dan informasi yang
tersebar di Pemerintahan Kota Madiun. Bentuk data yang dimiliki
Pemerintahan Kota Madiun terbagi menjadi dua yaitu: Offline dan
Online. Bentuk data online merupakan data yang disimpan melalui
aplikasi yang berbasis online dimana tempat penyimpanan datanya
adalah database. Sedangkan Bentuk data offline yaitu data yang
disimpan melalui komputer internal Perangkat Daerah ataupun masih
menggunakan kertas (berbentuk dokumen cetak). Berikut adalah
grafik dari data dan informasi pada Pemerintahan Kota Madiun dapat
dilihat pada Gambar 1.11.

Bentuk Data

m Offline = Online

Gambar 1.11 Persentase Bentuk Data yang dimiliki

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.11. mendasarkan
pada hasil survei, didapatkan pemetaan data dengan kategori bentuk
data yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah dimana dari
data yang dihimpun didapatkan 302 data yang tersebar pada 35
Perangkat Daerah, 27% (83) merupakan data Offline, 73% (219)
merupakan data Online.

Data dengan bentuk online yang dimiliki Pemerintahan Kota
Madiun telah tersimpan secara online sehingga pengelolaan data
dapat diperbaharui secara otomatis. Adapun data yang offline
merupakan data yang sebagian disimpan secara manual
menggunakan kertas ataupun masih disimpan pada komputer

internal namun belum dapat diakses secara realtime.
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Contoh bentuk data online yang dimaksud adalah data E-SAKIP
milik Bagian Organisasi, data tersebut dikatakan online karena data
tersebut dapat diakses melalui aplikasi. Sedangkan contoh data offline
seperti data indikator kinerja utama (IKA, IKU) milik Dinas
Lingkungan Hidup.

Tempat Penyimpanan Data

Berdasarkan hasil survei kondisi eksisting pada Pemerintahan Kota
Madiun dikategorikan menjadi 8 jenis tempat penyimpanan data
seperti Server Internal Perangkat Daerah, Server Dinas Komunikasi
dan Informatika, Server Pusat, Google Drive, Komputer Internal
Perangkat Daerah, Server Aplikasi, Server Pusat Komputer, Whatsapp
Server Komunikasi dan Informatika. Berikut merupakan persentase
Tempat Penyimpanan Data pada Pemerintahan Kota Madiun:

o 10% (29) data disimpan pada Server internal Perangkat Daerah

e 31% (94) data disimpan pada Server Komunikasi dan Informatika

o 27% (83) data disimpan pada Server Pusat

e 0% (1) data disimpan pada Google Drive

o 27% (83) data disimpan pada Komputer Internal Perangkat Daerah
e 2% (7) data disimpan pada Server Aplikasi

e 1% (2) data disimpan pada Server Pusat, Komputer

o 1% (3) data disimpan pada Whatsapp, Server Komunikasi dan

Informatika

Tempat Penyimpanan Data

1% . 1%

2%

M Server internal OPD
o Server Kominfo
M Server Pusat
Google Drive
M Komputer Internal PD
o Server Aplikasi
W Server Pusat, Komputer

M 'Whatsapp, Server Kominfo

Gambar 1.12. Tempat Penyimpanan Data

Berdasarkan Gambar 1.12 Persentase Tempat Penyimpanan

Data, terdapat 83 data (27%) yang tersimpan pada Komputer
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Internal Perangkat Daerah secara offline yang mayoritas disimpan
dalam bentuk Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk data yang
disimpan secara online, ada 29 data (10%) disimpan pada Server
Internal Perangkat Daerah, 94 data (31%) disimpan pada Server
Kominfo, 83 data (27%) disimpan pada Server Pusat, 1 data (0%)
disimpan pada Google Drive, 7 data (2%) disimpan pada Server
Aplikasi, 2 data (2%) disimpan pada Server pusat, Komputer dan 3
data (1%) disimpan pada Whatsapp, Server Kominfo.

Mayoritas penyimpanan data pada Pemerintahan Kota Madiun
sudah online. Contoh data yang disimpan pada komputer internal
Perangkat Daerah yaitu data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota
Madiun milik Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah.

Mayoritas penyimpanan data Pemerintahan Kota Madiun
disimpan pada Server Dinas Komunikasi dan Informatika. Dimana
Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting bagi
Perangkat Daerah guna penyimpanan data terpusat, dengan
dibuktikannya penggunaan server Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penyimpanan data secara terpusat ini dimaksudkan agar
memudahkan dalam mengelola dan memonitoring server sehingga
lebih aman.

Aplikasi Database yang digunakan

Aplikasi  Database merupakan perangkat Iunak yang
memanfaatkan kemampuan komputer untuk melakukan
penyimpanan data secara terorganisir yang umumnya disimpan dan
diakses dari suatu sistem pada komputer. Berdasarkan hasil survei
yang telah dilakukan pada 35 (Tiga Puluh Lima) Perangkat Daerah di
Pemerintahan Kota Madiun terdapat beberapa aplikasi database yang
digunakan oleh Perangkat Daerah antara lainnya adalah MySQL,
Server Kominfo, Server Pusat, Oracle dan lainya. Selain itu terdapat
pula aplikasi yang bukan termasuk aplikasi database akan tetapi juga
digunakan untuk menyimpan data dan ada juga dari masing-masing
perangkat Daerah yang tidak mengetahui aplikasi yang digunakan.
Aplikasi tersebut antara lain adalah Ms Office, Ms Excel,Google Drive

dan lainya yang diilustrasikan pada Gambar 1.13.
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Aplikasi Database = PostgresaL

= server kominfo
= server pusat
ORACLE
= MySQL
= Ms.Office
m Google Drive
m storage
= MariaDB
m Server Aplikasi
m \Whatsapp dan PostgreSQL

m Server Aplikasi, Ms.Office

= Cloud

Gambar 1.13. Aplikasi Database Yang Digunakan

Berdasarkan Gambar 1.13 menunjukkan bahwa, dari 302 (Tiga
Ratus Dua) data yang tersimpan secara online dan offline terdapat 6
data (2%) disimpan pada PostgreSQL, 39 data (13%) disimpan pada
Server Kominfo, 78 data (26%) disimpan pada Server Pusat, 1 data
(0%) disimpan pada ORACLE, 57 data (19%) disimpan pada MySQL,
87 data (29%) disimpan pada Ms.Office, 1 data (0%) disimpan pada
Google Drive, 5 data (2%) disimpan pada Storage, 2 data (1%)
disimpan pada MariaDB, 20 data (7%) disimpan pada Server
Aplikasi, 3 data (1%) disimpan pada Whatsapp dan PostgreSQL, 2
data (1%) disimpan pada Server Aplikasi, Ms.Office, 1 data (0%)
disimpan pada Cloud.

Persentasi terbesar aplikasi database yang digunakan adalah
Ms.Office yaitu sebanyak 29% (87 data), seperti contoh pada Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah memiliki data
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun yang masih disimpan
menggunakan aplikasi Ms. Office. Persentase terbesar kedua adalah
aplikasi database pada server pusat yaitu sebanyak 26% (78 data),
seperti contoh Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yang dimiliki oleh Bagian Organisasi yang disimpan pada
aplikasi milik pusat.

Jenis Data

Jenis data merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk

datanya. Dimana jenis data dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis

yaitu data statistik, data geospasial, data keuangan dan data lainnya.
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Data Statistik adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan
disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Data statistik
diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan
informasi yang berguna. Data geospasial merupakan data keruangan
yang berhubungan dengan lokasi spesifik di permukaan bumi. Data
geospasial bisa berupa tempat atau lokasi, posisi yang terdapat di
bawah, pada, maupun di atas permukaan bumi. Data Keuangan
adalah data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah,
pendapatan daerah, dan aset atau barang milik daerah. Data lainnya
adalah data yang tidak berhubungan dengan ketiga data yang telah
dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan data hasil survei yang telah

dihimpun didapatkan pemetaan jenis data seperti Gambar 1.14.

Jenis Data

M Data Statistik M Data Geospasial Data Keuangan Data Lainnya

Gambar 1.14 Jenis Data

Berdasarkan Gambar 1.14 dapat diketahui bahwa 9% (26 data)
merupakan jenis data Keuangan, sedangkan 91% (276 data)
merupakan jenis data statistik dan 0% (0 data) merupakan jenis data
geospasial dan data lainnya. Berdasarkan kalkulasi tersebut dapat
diketahui bahwa jenis data terbanyak yaitu data statistik. Contoh data
statistik yaitu data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian data keuangan yaitu data aset kekayaan Aparatur
Sipil Negara milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.
Integrasi Data dan Informasi Eksisting

Berikut ini adalah integrasi data dan informasi pada
Pemerintahan Kota Madiun. Dari data yang ada terdapat integrasi
data antar Perangkat Daerah dengan aplikasi tertentu. Tabel 1.8
merupakan penjelasan ketersediaan integrasi data dan informasi pada

Pemerintahan Kota Madiun.
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Tabel 1.8 Daftar Integrasi Data dan Informasi Eksisting

Nama
Perangkat

Daerah

Nama

Aplikasi

Nama Data

yang

Terintegrasi

Aplikasi

Terintegrasi

Perangkat Daerah

yang Terintegrasi

1 Bagian E-SAKIP Data SIPD Badan Keuangan
Organisasi Tunjangan dan Aset Daerah
Kepegawaian
1 Bagian E-SAKIP Data Kinerja E-Kinerja Badan
Organisasi Pegawai Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3 Bagian INAPROC Bagian Pengadaan
Pengadaan LPSE Data LPSE Barang / Jasa dan
Barang / Jasa (KTP dan Administrasi
dan NPWP) Pembangunan
Administrasi
Pembangunan
3 Bagian LPSE Bagian Pengadaan
Pengadaan INAPROC Data tender, Barang / Jasa dan
Barang / Jasa data produk Administrasi
dan pengadaan Pembangunan
Administrasi barang dan
Pembangunan jasa
3 Bagian e- Bagian Pengadaan
Pengadaan INAPROC Data tender, purchasing Barang / Jasa dan
Barang / Jasa data produk Administrasi
dan pengadaan Pembangunan
Administrasi barang dan
Pembangunan jasa
3 Bagian SIKAP Bagian Pengadaan
Pengadaan INAPROC Data tender, Barang / Jasa dan
Barang / Jasa data produk Administrasi
dan pengadaan Pembangunan
Administrasi barang dan
Pembangunan jasa
3 Bagian LPSE Bagian Pengadaan
Pengadaan e-purchasing | data penyedia, Barang / Jasa dan
Barang / Jasa non-penyedia Administrasi
dan Pembangunan
Administrasi
Pembangunan
3 Bagian SIKAP Bagian Pengadaan
Pengadaan e-purchasing | data penyedia, Barang / Jasa dan
Barang / Jasa non-penyedia Administrasi
dan Pembangunan
Administrasi
Pembangunan
3 Bagian Inaproc Bagian Pengadaan
Pengadaan e-purchasing | data penyedia, Barang / Jasa dan
Barang / Jasa non-penyedia Administrasi
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Nama Data

yang
Terintegrasi

Aplikasi

Terintegrasi

Perangkat Daerah

yang Terintegrasi

dan Pembangunan
Administrasi
Pembangunan

3 Bagian data atau INAPROC Bagian Pengadaan
Pengadaan SIKAP informasi Barang / Jasa dan
Barang / Jasa kinerja Administrasi
dan penyedia Pembangunan
Administrasi barang/jasa
Pembangunan (identitas,

kualifikasi,
serta  riwayat
kinerja
penyedia.)

8 Badan E-KAK Data  RPJMD SIPD Badan Keuangan
Perencanaan, dan Data dan Aset Daerah
Penelitian dan RKPD, data
Pengembangan permasalahan
Daerah perangkat

daerah, data
rincian ,data
tematik, data
kinerja, data
program,
kegiatan, dan
sub kegiatan

8 Badan E-KAK Data  RPJMD M-SKP Badan
Perencanaan, dan Data Kepegawaian dan
Penelitian dan RKPD, data Pengembangan
Pengembangan permasalahan Sumber Daya
Daerah perangkat Manusia

daerah, data
rincian ,data
tematik, data
kinerja, data
program,
kegiatan, dan
sub kegiatan

9 Badan SIPKD Data Keuangan | TTE (Tanda Dinas Komunikasi
Keuangan dan SKPD Tangan dan Informatika
Aset Daerah Elektronik)

11 Badan My SAPK Data Diklat IDIS BKN Badan
Kepegawaian (SAPK) Teknis dan Kepegawaian dan
dan Fungsional, Pengembangan
Pengembangan Data Sumber Daya
Sumber Daya Penjatuhan Manusia
Manusia Hukuman

Disiplin,
Layanan
Penetapan

Pensiun  PNS
Golongan IV/C




Kode Nama WES ERETE
Perangkat Perangkat Nama yang Aplikasi Perangkat Daerah
Aplikasi Terintegrasi | yang Terintegrasi
Daerah Daerah Terintegrasi
ke Atas
11 Badan IDIS BKN Data pelaporan MY SAPK Badan
Kepegawaian hukuman Kepegawaian dan
dan disiplin Pengembangan
Pengembangan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Manusia
11 Badan e-Mutasi data mutasi SAPK Badan
Kepegawaian ASN Kepegawaian dan
dan Pengembangan
Pengembangan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Manusia
15 Dinas SIST-BRO Registrasi Pcare Dinas Kesehatan,
Kesehatan, Pasien (NIK, Pengendalian
Pengendalian Nama, Penduduk dan
Penduduk dan Alamat,dsb) Keluarga
Keluarga Berencana
Berencana
15 Dinas SIST-BRO Registrasi SIAK Dinas
Kesehatan, Pasien (NIK, Terpusat Kependudukan
Pengendalian Nama, dan Pencatatan
Penduduk dan Alamat,dsb) Sipil
Keluarga
Berencana
15 Dinas SIST-BRO Registrasi E-Logistik Dinas Kesehatan,
Kesehatan, Pasien (NIK, Pengendalian
Pengendalian Nama, Penduduk dan
Penduduk dan Alamat,dsb) Keluarga
Keluarga Berencana
Berencana
15 Dinas Pcare BPJS data pelayanan SIST-BRO Dinas Kesehatan,
Kesehatan, kesehatan, Pengendalian
Pengendalian data BPJS Penduduk dan
Penduduk dan Keluarga
Keluarga Berencana
Berencana
15 Dinas E-Puskesmas | Data pCare Dinas Kesehatan,
Kesehatan, pelayanan, Pengendalian
Pengendalian data pasien Penduduk dan
Penduduk dan Keluarga
Keluarga Berencana
Berencana
18 Dinas Sosial, MADIUN Data PMKS Puskesos Dinas Sosial,
Pemberdayaan | MONITORING | (Penyandang Pemberdayaan
Perempuan masalah Perempuan dan
dan kesejahteraan Perlindungan Anak
Perlindungan sosial)
Anak
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Perangkat
DETS£14

Dinas

Nama

Aplikasi

SIAK

Nama Data
yang
Terintegrasi

NIK

Aplikasi

Terintegrasi

Web Portal

Perangkat Daerah

yang Terintegrasi

Kementerian

Kependudukan TERPUSAT biodata DWH Dalam Negeri
dan penduduk Kemendagri
Pencatatan
Sipil
23 Dinas SIAK NIK dan Aplikasi Dinas
Kependudukan TERPUSAT biodata SIAK Kependudukan
dan penduduk Konsolidasi dan Pencatatan
Pencatatan Pusat Sipil
Sipil
24 Dinas E-Kir Data CSS Bank Pihak Lainnya
Perhubungan Kendaraan Jatim
Wajib Uji, Data
kendaraan
lulus uji, Data
kendaraan
tidak taat uji
25 Dinas e-surat Data informasi | Esign BSRE BSSN
Komunikasi surat (NIP,
dan Nama, jabatan)
Informatika
25 Dinas Madiun Data publik Sicaker Dinas Tenaga
Komunikasi Dashboard dari tiap PD Kerja, Koperasi
dan Usaha Kecil Dan
Informatika Menengah
31 Rumah Sakit SIM-RS -NIK dari V-CLAIM Pihak Lainnya
Umum Daerah database BPJS
Kota Madiun dispendukcapil,
-data identitas
pasien seperti
nama, nomor
bpjs, alamat,
nomor telepon
dari isian form,
-nomor SEP,
nomor rujukan
dan data BPJS
lainnya dari V-
CLAIM BPJS
31 Rumah  Sakit SIM-RS -NIK dari SIAK Dinas
Umum Daerah database Terpusat Kependudukan
Kota Madiun dispendukcapil, dan Pencatatan
-data identitas Sipil
pasien seperti
nama, nomor
bpjs, alamat,

nomor telepon
dari isian form,
-nomor SEP,
nomor rujukan

dan data BPJS
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Kode Nama WES ERETE
Nama Aplikasi Perangkat Daerah
Perangkat Perangkat yang

Aplikasi Terintegrasi | yang Terintegrasi
Daerah Daerah Terintegrasi

lainnya dari V-

CLAIM BPJS
31 Rumah  Sakit SISMADAK Data penilaian SIM-RS Rumah Sakit
Umum Daerah tenaga RSUD Kota Umum Daerah
Kota Madiun kesehatan dari Madiun Kota Madiun
berbagai
indikator dari
isian form
31 Rumah  Sakit INACBGS Nominal tarif INACBGS Rumah Sakit
Umum Daerah pembayaran Pusat Umum Daerah
Kota Madiun hasil export Kota Madiun

aplikasi  SIM-
RS RSUD Kota

Madiun
31 Rumah  Sakit SI-JASPEL Nominal Jasa SIM-RS Rumah Sakit
Umum Daerah Medis dari RSUD Kota Umum Daerah
Kota Madiun database SIM- Madiun Kota Madiun

RS RSUD Kota
Madiun, Data
Pegawai dari

database E-SITI

31 Rumah  Sakit SI-JASPEL Nominal Jasa E-SITI Rumah Sakit
Umum Daerah Medis dari Umum Daerah
Kota Madiun database SIM- Kota Madiun

RS RSUD Kota
Madiun, Data
Pegawai dari
database E-SITI

Dari Tabel 1.8 diketahui terdapat 33 (tiga puluh tiga) data yang
terintegrasi dengan aplikasi tertentu baik antar PD, sesama PD
ataupun dengan aplikasi pusat dalam lingkup Pemerintahan Kota
Madiun.

Metadata Data dan Informasi

Metadata merupakan ringkasan detail atau informasi yang
terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi yang mudah untuk
ditemukan, digunakan atau dikelola. Metadata Data dan Informasi
yang dimaksud disini merupakan sebuah data yang menjelaskan
suatu kegiatan urusan Pemerintahan pada setiap masing-masing PD.
Menurut Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE terdapat acuan
dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan
Pemerintah, urusan tersebut dibagi menjadi dua jenis data yaitu Data
Pokok dan Data Tematik. Data Pokok merupakan data yang
dikelompokkan ke dalam sektor Pemerintahan dan data pendukung

umum.
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Data Tematik merupakan data yang menjelaskan urusan
Pemerintahan di emban oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelompokan ini juga untuk memberikan data yang lebih akurat
berkualitas dalam menghasilkan layanan Pemerintahan sebagaimana
juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia adalah
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Atribut yang akan
diidentifikasi pada metadata ini adalah nama data, uraian data,
tujuan data, kode model referensi data, kode PD, penanggung jawab
PD, bidang PD, bentuk data (online/offline), tempat penyimpanan
data, aplikasi database atau penyimpanan data yang dipakai, akses
data, dan ID metadata terkait. Hasil identifikasi metadata data dan
informasi dapat dilihat pada Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data
dan Informasi.

Permasalahan Data dan Informasi
Berdasarkan hasil survei kondisi eksisting pada Pemerintahan

Kota Madiun terkait permasalahan data dan informasi terdapat

beberapa permasalahan yang dialami, diantaranya adalah:

1. Terdapat 4 PD yang mengalami permasalahan data Kehilangan
data, dikarenakan kurangnya manajemen data dan
penyimpanan tidak terpusat.

Terdapat 7 PD yang mengalami permasalahan data Redundant.

Terdapat 3 PD yang mengalami permasalahan data tidak

update.

4. Terdapat 1 PD yang mengalami permasalahan data Redundant,
Hilang dan tidak update.

S. Terdapat 1 PD yang mengalami permasalahan terkait
Permasalahan lainnya.

Dari keseluruhan permasalahan data dan informasi, terjadinya
kehilangan data pada PD Bagian Organisasi, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Manguharjo.
Permasalahan data Redundant pada PD Bagian Hukum, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah sakit
umum Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo dan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata. Permasalahan data tidak update dialami oleh PD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah

dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
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Permasalahan data Redundant, Hilang dan tidak update dialami oleh

Puskesmas Sukosari. Untuk permasalahan lainnya dialami oleh PD

Badan Keuangan dan Aset Daerah dimana permasalahan yang terjadi

adalah Update yang terlambat karena menunggu data dari PD lain.

Analisis Gap

Analisis Gap dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini

dari data dan informasi di Kota Madiun dengan kondisi idealnya.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9 Analisis Gap Data dan Informasi

Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal

Bentuk data
yang dimiliki

Bentuk data yang

dimiliki secara detail

dijelaskan sebagai

berikut,

® 27% (83) dengan
bentuk data
Offline

e 73% (219) dengan
bentuk data
Online

e 0% (0) dengan
bentuk data
Online & Offline

Seluruh Bentuk

data diharuskan
untuk Online demi
mendukung
program
Pemerintah Satu

Data Indonesia

GAP

Terdapat 83 data yang masih

tersimpan secara Offline dan

disarankan untuk
menyimpannya pada
penyimpanan awan atau

cloud agar memiliki backup
data,
kajian lebih

data yang masih disimpan

sehingga dibutuhkan

lanjut terkait

secara offline agar nantinya
dapat mendukung satu data

Indonesia.

Tempat
Penyimpanan

data

Tempat

penyimpanan data

yang dipakai adalah

sebagai berikut

antara lain,

e 10% (29) Server
Internal PD

e 31% (94) Server
Kominfo

o 27% (83) Server
Pusat

o 0% (1) Google
Drive

o 27% (83)
Komputer
Internal PD

o 2% (7) Server
Aplikasi

o 1% (2) Server
Pusat, Komputer

e 1% (3)
Whatsapp,

Penyimpanan data
dan informasi
dilakukan
terpusat pada
server yang
dikelola oleh
Dinas Komunikasi
dan Informatika,
sehingga

penyimpanan data
dan informasi
terpusat pada

satu data center

untuk
memudahkan

data terkontrol
dan menjaga

keamanan data.

Masih terdapat beberapa PD
yang menyimpan datanya
secara offline yang memiliki
tingkat risiko tinggi untuk
data

data

kehilangkan dan

beberapa masih
disimpan pada server secara
internal yang masih memiliki
data

kerentanan hilang

maupun rusak. Diharapkan

data tersebut segera
dipusatkan sehingga
mempermudah dalam
menjaga dan mengontrol
data.
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Server Kominfo
Aplikasi Penyimpanan data | Dalam Aplikasi database yang
Database yang disimpan | penggunaanya digunakan masih beragam,
dalam aplikasi | Aplikasi Database | diharapkan kedepannya tiap
database antara | merupakan PD dapat menggunakan 1
lain, aplikasi yang | jenis database sehingga data
o 2% (6) | salah satunya | dapat saling terintegrasi dan
PostgreSQL mampu saling terhubung satu sama
o 13% (39) Server | digunakan untuk | lain dengan lebih mudah.
Kominfo saling bagi pakai
e 26% (78) Server | antar layanan dan
Pusat aplikasi, Sehingga
e 0% (1) Oracle dapat
e 19% (57) MySQL | meningkatkan
e 26% (78) | efektifitas dalam
Ms.Office penggunaan
e 0% (1) Google | layanan sehingga,
Drive dapat mendukung
e 2% (5) Storage penggunaan
e 1% (2) MariaDB Sistem
e 7% (20) Server | Penghubung
Aplikasi Layanan.
o 1% (3) Whatsapp
dan PostgreSQL
e 1% (2) Server
Aplikasi,
Ms.Office
e 3% (9) Komputer
Internal PD
e 0% (1) Cloud
Jenis data Jenis data bagi Jenis data | Terdapat 276 data statistika
pakai yang dipakai statistik dapat | dan 26 data keuangan,
oleh PD sebesar: memberi banyak | diharapkan seluruh data
e 91% (276) Data informasi dapat terorganisir dengan
Statistika berdasarkan data | baik demi kelancaran
o 9% (26) Data data yang sudah | perserabarn data di Kota
Keuangan dikumpulkan  di | Madiun.
e 0% (0) Data tiap OPD sehingga
Geospasial seluruh data
o 0% (0) Data dapat terorganisir
lainnya dengan baik dan
benar.

1.5

KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Kondisi Eksisting Layanan SPBE dan Analisis GAP membahas

terkait kondisi saat ini dari layanan SPBE di Pemerintah Kota Madiun

serta analisis gap dari kondisi layanan yang ada. Pembahasan akan
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dimulai dari pengertian layanan dan referensi arsitektur layanan
SPBE, kondisi eksisting layanan SPBE yang dimiliki, metadata
layanan SPBE dan permasalahan SPBE, dan terakhir analisis gap dari
layanan SPBE.

Pengertian Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa
proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan
karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai
inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang -
undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain arsitektur
layanan SPBE diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima
manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah
masyarakat seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Dunia
Usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan)
diklasifikasikan sebagai layanan publik (Government to Citizen/G2C
dan Government to Business/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut
adalah instansi pemerintah maupun aparatur negara (internal
pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi
pemerintahan (Government to Government/ G2G, Government to
Employee/G2E). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
layanan SPBE terdiri dari 2 jenis layanan yaitu layanan administrasi
dan layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik merupakan layanan SPBE yang mempunyai tujuan
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan
cara mendukung tata laksana internal birokrasi di pemerintahan
Daerah.

Layanan administrasi pemerintah  berbasis elektronik
mencakup layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,
penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan,
akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan
internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik berbasis
elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan
pelayanan yang bersifat publik baik di Instansi Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup
layanan yang mendukung kegiatan di berbagai sektor seperti sektor

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,
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komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan

sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,

pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pengaplikasian domain layanan SPBE dalam mengidentifikasi
layanan pemerintah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya
agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan
publik menuju digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi, serta
dapat mempercepat pembangunan untuk ketersediaan infrastruktur
ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara
komprehensif, sehingga dapat menjadikan pemerintah yang bersifat
user-centric menuju penerapan Society 5.0.

Struktur Arsitektur Layanan SPBE
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,

Arsitektur SPBE menjelaskan bahwa Referensi Arsitektur Layanan
(RAL) merupakan sistem klasifikasi layanan pemerintah yang berasal
dari proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-
fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat
mengidentifikasi dan mengelompokan layanan pemerintah yang ada,
sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan
adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari
terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara
komprehensif.

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung
arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi
layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur
layanan SPBE yang terbagi menjadi 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan
ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1
(pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah
sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area
layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di
tingkat nasional;

C. Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang
merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD

sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki,
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dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional,
sebagai tingkat 3 (ketiga);

d. Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori
layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada
struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung
pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar 1.15 dibawah.

Struktur Refrensi Arsitektur Layanan

. . SPBE Nasional
[Tlngkat 1 (Domain Layanan) ’

[Tingkat 2 (Area Layanan)
LTingkat 3 (Kategori Layanan) '

SPBE Instansi Pusat [Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan)
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 1.15 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan Gambar 5.1, Referensi Arsitektur struktur dengan
4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan
struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka
ditentukan referensi layanan SPBE (RL) tingkat nasional yang terdiri
dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh
empat) area layanan di tingkat 2 (kedua) dengan 9 (sembilan) area
layanan administrasi pemerintahan dan 45 (empat puluh lima) area
layanan publik.
Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) merupakan sistem
klasifikasi layanan pemerintah yang berasal dari proses bisnis
tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di
lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi
dan mengelompokan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi
tematik layanan  pemerintah  terintegrasi. Dengan  adanya
pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya
duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.
Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada Gambar

4.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana
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terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat
nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan Referensi
Arsitektur Layanan SPBE (RAL) tingkat nasional yang terdiri dari 2
(dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh
empat) area layanan di tingkat 2 (kedua). Referensi arsitektur layanan
SPBE dijelaskan lebih detail pada Tabel 1.10

Tabel 1.10 Referensi Arsitektur Layanan

Deskripsi Referensi Arsitektur
Referensi Arsitektur

Layanan SPBE
Layanan Publik (01)

01.01 | Pertahanan Kegiatan pelayanan dalam bidang

pertahanan negara

01.02 | Hubungan Luar Negeri | Kegiatan pelayanan dalam bidang

hubungan luar negeri.

01.03 | Kenegaraan Kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan kenegaraan.

01.04 | Ekonomi Kegiatan pelayanan dalam bidang
perekonomian.

01.05 | Industri Kegiatan pelayanan dalam bidang
pengelolaan industri.

01.06 | Perdagangan Kegiatan pelayanan dalam bidang
perdagangan.

01.07 | Pertanian Kegiatan pelayanan dalam bidang
pertanian.

01.08 | Perkebunan Kegiatan pelayanan dalam bidang
perkebunan

01.09 | Peternakan Kegiatan pelayanan dalam bidang
peternakan.

01.10 | Perikanan Kegiatan pelayanan dalam bidang
perikanan

01.11 | Badan Usaha Milik Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan

Negara badan usaha milik negara.
01.12 | Investasi Kegiatan pelayanan dalam pembinaan

penanaman moda

01.13 | Koperasi Kegiatan pelayanan dalam pembinaan
koperasi.
01.14 | Usaha Kecil dan Kegiatan pelayanan dalam pembinaan
Menengah usaha kecil dan menengah

01.15 | Pariwisata Kegiatan pelayanan dalam bidang
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Referensi Arsitektur

Deskripsi Referensi Arsitektur

Layanan SPBE

kepariwisataan
01.16 | Perizinan dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan
Akreditasi kebutuhan pelayanan terkait perizinan

dan akreditasi.

01.17 | Pekerjaan Umum Kegiatan pelayanan dalam bidang
pekerjaan termasuk di dalamnya
pengelolaan infrastruktur pekerjaan
umum.

01.18 | Transmigrasi Kegiatan pelayanan dalam bidang
transmigrasi

01.19 | Transportasi Kegiatan pelayanan dalam bidang
transportasi.

01.20 | Perumahan Kegiatan pelayanan dalam bidang
perumahan

01.21 | Pembangunan Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kawasan atau Daerah | pembangunan kawasan atau daerah
Tertinggal tertinggal.

01.22 | Pertanahan Kegiatan pelayanan dalam bidang
pertanahan

01.23 | Kependudukan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kependudukan

01.24 | Pemerintahan Daerah | Kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan kepada
masyarakat secara umum

01.25 | Kesehatan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kesehatan

01.26 | Sosial Kegiatan pelayanan dalam bidang
sosial.

01.27 | Pemberdayaan Kegiatan pelayanan dalam bidang

Perempuan pemberdayaan perempuan.

01.28 | Hukum Kegiatan pelayanan dalam bidang
hukum.

01.29 | Keamanan Kegiatan pelayanan dalam bidang
keamanan

01.30 | Hak Asasi Manusia Kegiatan pelayanan dalam bidang hak
asasi manusia

01.31 | Pendidikan Kegiatan pelayanan dalam bidang
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Referensi Arsitektur

Deskripsi Referensi Arsitektur

Layanan SPBE

pendidikan

01.32 | Ketenagakerjaan Kegiatan pelayanan dalam bidang
ketenagakerjaan

01.33 | lmu Pengetahuan dan | Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu

teknologi pengetahuan dan teknologi.

01.34 | Pemuda Kegiatan pelayanan dalam bidang
pemberdayaan dan pengembangan
pemuda

01.35 | Olahraga Kegiatan pelayanan dalam bidang
keolahragaan

01.36 | Pertambangan Kegiatan pelayanan dalam bidang
pertambangan.

01.37 | Energi Kegiatan pelayanan dalam bidang
energi.

01.38 | Kehutanan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kehutanan

01.39 | Kelautan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kelautan.

01.40 | Lingkungan Hidup Kegiatan pelayanan dalam bidang
lingkungan hidup

01.41 | Agama Kegiatan pelayanan dalam bidang
agama.

01.42 | Kebudayaan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kebudayaan.

01.43 | Informasi Kegiatan pelayanan dalam bidang
informasi.

01.44 | Komunikasi Kegiatan pelayanan dalam bidang
komunikasi.

Layanan Administrasi Pemerintahan (02)

02.01 | Dalam Negeri Kegiatan pelayanan bidang dalam
negeri.

02.02 | Keuangan Kegiatan pelayanan dalam bidang
keuangan negara

02.03 | Perencanaan Kegiatan pelayanan dalam bidang

Pembangunan perencanaan pembangunan nasional.
Nasional
02.04 | Aparatur Negara Kegiatan pelayanan dalam bidang




- 63 -

Deskripsi Referensi Arsitektur

Layanan SPBE

Kode Referensi Arsitektur

pengelolaan aparatur negara.

02.05 | Kesekretariatan Kegiatan pelayanan dalam bidang
Negara kesekretariatan negara.

02.06 | Dukungan Kegiatan pelayanan dalam rangka
Operasional pemenuhan kebutuhan pelayanan yang
Organisasi mendukung operasional

organisasi/instansi.

02.07 | Akuntabilitas Kinerja Kegiatan pelayanan dalam rangka
pemenuhan  kebutuhan pelayanan

terkait akuntabilitas kinerja

02.08 | Organisasi dan Tata Kegiatan pelayanan dalam rangka
Kelola pemenuhan kebutuhan  pelayanan

terkait kelembagaan dan tata kelola

kelembagaan
02.09 | Data dan Informasi Kegiatan pelayanan dalam rangka
Pemerintahan pemenuhan  kebutuhan  pelayanan

terkait pengelolaan data dan informasi

pemerintahan.

1.5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE
Dalam meningkatkan layanan SPBE pada Pemerintah Kota
Madiun maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui
kondisi eksisting atau kondisi saat ini dari suatu layanan yang ada.
Kondisi eksisting layanan dikelompokkan berdasarkan domain
layanan, yaitu domain layanan administrasi pemerintahan dan
domain layanan publik.
1.5.4.1 Layanan yang dimiliki Seluruh PD
Pada sub-bab ini akan membahas terkait layanan yang dimiliki
oleh Pemerintahan Kota Madiun yang dapat dikategorikan menjadi
tiga, yaitu berdasarkan ketersediaan layanan SPBE, status akses
layanan dan jenis layanan berdasarkan domain layanan.
1. Ketersediaan Layanan SPBE
Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa hampir
seluruh PD pada Pemerintah Kota Madiun sudah memiliki
layanan. Dari data yang dihimpun diketahui bahwa terdapat 322

(tiga ratus dua puluh dua) layanan yang tersebar
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dalam 34 (tiga puluh empat) dari 35 (tiga puluh lima) PD
Pemerintah Kota Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran
layanan masih belum optimal.

Adapun PD yang memiliki layanan paling banyak adalah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dengan 32 (tiga puluh dua) layanan disusul oleh Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Madiun dengan 23 (dua puluh tiga)
layanan. PD yang tidak memiliki layanan adalah Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum.

. Metode Layanan SPBE

Metode layanan adalah model penyampaian pelayanan yang
akan diberikan kepada masyarakat. Model penyampaian layanan
yang akan diberikan ini dapat dibedakan oleh dua metode layanan
yaitu layanan elektronik dan layanan non elektronik. Dimana
layanan elektronik adalah layanan yang telah didukung
Teknologi informasi dan Komunikasi, seperti penggunaan aplikasi
dalam mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat
agar lebih efektif dan efisien dalam segi waktu. Sedangkan
layanan non elektronik adalah layanan yang diberikan belum
didukung oleh aplikasi. Layanan non elektronik masih
menggunakan pendataan dan pencatatan secara manual, seperti

penggunaan formulir kertas dalam permohonan pelayanan.

METODE LAYANAN

M Layanan Non Elektronik ~ m Layanan Elektronik

Gambar 1.16 Persentase Status Akses Layanan SPBE
Berdasarkan Gambar 1.16 dapat diketahui bahwa layanan
terbanyak masih dilakukan secara non elektronik atau masih

belum didukung oleh aplikasi. Layanan dengan metode non
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elektronik memiliki nilai sebesar 43% atau 137 (seratus tiga puluh
tujuh) layanan. Selanjutnya layanan dengan metode elektronik
memiliki nilai 57 % dengan layanan berjumlah 185. Berdasarkan
data survei dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian memiliki layanan dengan metode non elektronik paling

banyak dengan layanan berjumlah 16 layanan.
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3. Jenis Layanan Berdasarkan Domain Layanan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 layanan
SPBE terdiri dari 2 jenis layanan yaitu layanan administrasi dan
layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik merupakan layanan SPBE yang mempunyai tujuan
untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah
dengan cara mendukung tata laksana internal birokrasi di
pemerintahan Daerah. Layanan administrasi pemerintah berbasis
elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan
jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara,
pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai
dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan
layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang
mendukung pelaksanaan pelayanan yang bersifat publik baik di
Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Layanan publik
berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan
di berbagai sektor seperti sektor pendidikan, pengajaran,
pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,
perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis

lainnya.

STATUS AKSES LAYANAN

M Layanan Publik M Layanan Administrasi Pemerintahan

Gambar 1.17 Persentase Layanan Berdasarkan Domain Layanan SPBE

Berdasarkan Gambar 1.17 menunjukkan bahwa sebagian
besar layanan yang ada di Pemerintah Kota Madiun merupakan
layanan publik. Dimana dari total 322 layanan yang ada, 72%

(232 layanan) merupakan layanan Publik.
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Sedangkan layanan administrasi pemerintahan yaitu
sebanyak 28% (90 layanan). PD yang seluruh layanannya
merupakan layanan publik yaitu Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Sedangkan untuk PD yang hanya memiliki layanan
administrasi saja adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah dan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.5.4.2 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,
Layanan Administrasi Berbasis elektronik merupakan layanan yang
mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran,
keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan,
pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja,
dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi
pemerintahan. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
layanan administrasi telah ditetapkan bahwa terdapat 10 indikator
pada Aspek 7 tentang Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang dapat dilihat pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11 Indikator Layanan Administrasi pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2020

Indikator ‘ Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE

Indikator 32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Indikator 33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Indikator 34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Indikator 35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa

Indikator 36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Indikator 37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Indikator 38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

Indikator 39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal

Pemerintah

Indikator 40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi

Indikator 41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Layanan administrasi berbasis elektronik diterapkan dengan

mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, jika layanan



- 68 -

administrasi yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum,
maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan
khusus,

Untuk

pengembangan aplikasi untuk mendukung layanan

administrasi tersebut. layanan administrasi berbasis

elektronik yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada

Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Kondisi Eksisting Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

h[)

Jenis Layanan

Kode Referensi

Layanan

Nama Layanan

Eksisting

Nama
Aplikasi
Eksisting

PD Pemilik

Layanan

1 Perencanaan RAL 02.03 Layanan Perencanaan SIPD Badan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Nasional Daerah
2 Penganggaran RAL 02.02 Layanan SIPD Badan
Keuangan Penganggaran Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3 Keuangan RAL 02.02 Layanan SIPD Badan
Keuangan mendokumentasikan, Perencanaan
mengadministrasikan, Pembangunan
serta mengolah data Daerah
pembangunan daerah
RAL 02.02 Layanan Pengelolaan SIPKD Badan
Keuangan Keuangan daerah Keuangan dan
Aset Daerah
RAL 02.02 Layanan Keuangan SIMTRADA Badan
Keuangan Desa Keuangan dan
Aset Daerah
RAL 02.02 Layanan Keuangan DID Badan
Keuangan Dana Insentif Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
RAL 02.02 Layanan Monitoring SiMPONI Badan
Keuangan PNBP Keuangan dan
Aset Daerah
4 Pengadaan RAL 02.06 Layanan Pengadaan LPSE Bagian
Barang dan Dukungan Barang dan Jasa Pengadaan
Jasa Operasional Barang dan
Organisasi Jasa
RAL 02.06 Layanan Pemberian SIRUP Bag Pengadaan
Dukungan Informasi Rencana Barang Jasa
Operasional Umum Pengadaan dan Adm.
Organisasi (RUP) Pembangunan
RAL 02.06 Layanan Pengadaan e-Katalog Bag Pengadaan
Dukungan Barang dan Jasa Barang Jasa
Operasional dan Adm.
Organisasi Pembangunan
RAL 02.06 Layanan Pengadaan e-Purchasing | Bag Pengadaan
Dukungan Barang dan Jasa (tata Barang Jasa
Operasional cara pembelian dan Adm.
Organisasi barang/jasa melalui Pembangunan
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Jenis Layanan

Kode Referensi

Layanan

Nama Layanan

Eksisting

sistem katalog

Nama
Aplikasi
Eksisting

PD Pemilik

Layanan

pencegahan korupsi

elektronik)
RAL 02.06 Layanan Pengadaan SPSE Bag Pengadaan
Dukungan Barang dan Jasa Barang Jasa
Operasional dan Adm.
Organisasi Pembangunan
S Kepegawaian RAL 02.04 layanan Informasi SIK Badan
Aparatur Negara | Kepegawaian Kepegawaian
dan Keuangan
Daerah
RAL 02.04 Layanan Informasi MYSAPK Badan
Aparatur Negara | Data Pegawai Negeri Kepegawaian
Sipil dan Keuangan
Daerah
RAL 02.04 Layanan e-Kinerja MSKP Badan
Aparatur Negara | Pegawai Kepegawaian
dan Keuangan
Daerah
RAL 02.04 Layanan Pengajuan E-SITI Rumah Sakit
Aparatur Negara | Cuti Pegawai Umum Daerah
RAL 02.04 Layanan Perencanaan RENBUT Dinas
Aparatur Negara | Kebutuhan SDMK Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 02.04 Pelayanan Aplikasi Badan
Aparatur Negara | Kelembagaan dan Anjab ABK Kepegawaian
Anjab /SINJAB dan Keuangan
Daerah
6 Kearsipan RAL 02.06 Layanan Kearsipan SIKD Arsip Nasional
Dukungan Dinamis Republik
Operasional Indonesia
Organisasi
RAL 02.06 Layanan Kearsipan SRIKANDI Dinas
Dukungan Dinamis Perpustakaan
Operasional dan Kearsipan
Organisasi
7 Pengelolaan RAL 02.02 Layanan pengelolaan SIMDA BMD | Badan
Barang Milik Keuangan barang milik negara Keuangan dan
Negara Aset Daerah
RAL 02.02 Layanan pengelolaan SIMBADA Badan
Keuangan barang milik daerah Keuangan dan
Aset Daerah
8 Pengawasan RAL 02.05 Layanan pengawasan SPIP Inspektorat
Internal terkait Kesekretariatan | internal OPD daerah
Pemerintah Negara
RAL 02.05 Layanan Pengawasan MCP Badan
Kesekretariatan | monitoring capaian Pendapatan
Negara kinerja program Daerah
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Nama
No Kode Referensi Nama Layanan PD Pemilik

Jenis Layanan Aplikasi
Layanan Eksisting Layanan
Eksisting

Akuntabilitas RAL 02.07 Bagian

Kinerja Akuntabilitas dan pengendalian e-sakip reviu | Organisasi

Organisasi Kinerja kinerja OPD
RAL 02.07 Layanan PMPRB Inspektorat dan
Akuntabilitas akuntabilitas OPD Bagian
Kinerja Organisasi

10 | Kinerja Pegawai | RAL 02.04 Layanan Evaluasi M-SKP Badan

Aparatur Negara | Capaian Kinerja Kepegawaian

dan Keuangan

Daerah
RAL 02.04 Layanan Evaluasi E-Kinerja Badan
Aparatur Negara | Capaian Kinerja Kepegawaian

dan Keuangan

Daerah

Berdasarkan Tabel 1.12 dari 10 (sepuluh) layanan
administrasi berbasis elektronik yang telah dijabarkan pada
Perpres 95 tahun 2018, semua layanan tersebut merupakan
layanan yang terbagi menjadi jenis layanan pusat dan daerah.
Layanan pusat merupakan layanan publik berbasis elektronik
diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
Sedangkan layanan daerah merupakan layanan yang layanan
khusus yang bergantung pada fungsi. Klasifikasi layanan ini
berdasarkan pemilik dari layanan tersebut. Mengacu hal tersebut,
layanan administrasi pada Pemerintah Kota Madiun telah
menggunakan 11 (sebelas) aplikasi umum berupa aplikasi pusat
dan 15 (lima belas) aplikasi daerah yang mendukung layanan
administrasi pada Pemerintah Kota Madiun.

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Layanan Publik
berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung
pelaksanaan pelayanan publik baik di Instansi Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Layanan publik SPBE mencakup layanan
yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran,
pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis
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lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi 59 Tahun 2020 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik layanan publik terdapat 6 indikator yang ditetapkan
pada Aspek 8, berikut ini merupakan nama indikator domain
layanan publik SPBE yang dapat dilihat pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik
Aspek/Indikator ‘ Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan

Pelayanan Publik

Indikator 43
Indikator 44

Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH)

Indikator 45
Indikator 46
Indikator 47

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Layanan publik diterapkan dengan mengutamakan
penggunaan aplikasi umum. Namun, jika layanan publik yang
diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka Pemerintah
Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan
aplikasi khusus. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, taksonomi referensi arsitektur layanan publik berbasis
elektronik Hasil identifikasi 3 Layanan Publik Berbasis Elektronik
dan Layanan Publik Sektoral dapat dilihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14 Kondisi Eksisting Layanan Publik Berbasis Elektronik

Jenis

Layanan

Kode
Referensi

Layanan

Nama

Layanan

Eksisting

Nama
Aplikasi
Eksisting

Perangkat
ETS 1
Pemilik

Layanan

Pengaduan RAL 01.44 Layanan LAPOR SPAN Dinas Pusat
Layanan Komunikasi Aduan Komunikasi
Publik Pelayanan dan
Publik Informatika
RAL 01.44 Layanan Website Satuan Polisi Daerah
Komunikasi Pengaduan / Satpol PP dan | Pamong Praja
Keluhan Damkar dan Pemadam
Masyarakat Kebakaran
Data Terbuka | RAL 01.43 Pemberian PPID Dinas Daerah
Informasi Informasi oleh Komunikasi
Pejabat dan
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Referensi Layanan Aplikasi
Layanan Pemilik
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Pengelola Informatika
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)
RAL 01.43 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Informasi Data Statistik Komunikasi
Sektoral dan
Informatika
RAL 01.43 "Layanan Satu | Madiun Dinas Daerah
Informasi Data Kota Dashboard Komunikasi
Madiun dan
Informatika
RAL 01.43 Peta Potensi Peta Sebaran Dinas Daerah
Informasi dan Peluang Investasi Penanaman
Investasi Kota Modal dan
Madiun Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
RAL 01.43 Peta Digital Peta Sebaran Dinas Daerah
Informasi Perizinan Investasi Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
3 Jaringan RAL 01.28 Jaringan http://dokum | Bagian Daerah
Dokumentasi Hukum Dokumentasi .madiunkota.g | Hukum
dan Informasi dan Informasi o.id/
Hukum Hukum (JDIH)
Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik
1 Pendidikan RAL 01.31 Layanan PPDB | https: db. | Dinas Daerah
Pendidikan madiunkota.g | Pendidikan
0.id/
RAL 01.31 Layanan Be https:/ /beasi Dinas Daerah
Pendidikan SMART Kota swa.madiunk Pendidikan
Madiun ota.go.id/
RAL 01.31 Layanan LI ( https://lidisdi | Dinas Daerah
Pendidikan Laporan k.madiunkota | Pendidikan
Individu .go.id
Sekolah)
2 Pengajaran Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
ada
3 Pekerjaan dan | RAL 01.16 Pelayanan MASS Dinas Daerah
Usaha Perizinan Perizinan Madiun, OSS Penanaman
dan Modal dan
Akreditasi Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
4 Tempat RAL 01.20 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Tinggal Perumahan Rekomendasi Perumahan
Izin Lokasi Rakyat dan
(Pembangunan Kawasan
dan Permukiman



https://ppdb.madiunkota.go.id/
https://ppdb.madiunkota.go.id/
https://ppdb.madiunkota.go.id/
https://lidisdik.madiunkota.go.id/
https://lidisdik.madiunkota.go.id/
https://lidisdik.madiunkota.go.id/
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Layanan Referensi Layanan Aplikasi .
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Pengembangan
Perumahan).
Komunikasi RAL 01.43 Layanan PPID Dinas Daerah
dan Informasi | Informasi Permohonan Komunikasi
Informasi dan
Informatika
RAL 01.44 Layanan Span Lapor Dinas Pusat
Komunikasi Pengelolaan Komunikasi
Pengaduan dan
Informatika
RAL 01.43 Layanan http://rsud.m | Rumah Sakit Daerah
Informasi Informasi adiunkota.go.i | Umum Daerah
terkait layanan | d/ Kota Madiun
yang
disediakan
oleh RSUD
kota Madiun
RAL 01.44 Layanan http://rsud.m | Rumah Sakit Daerah
Komunikasi Pengaduan adiunkota.go.i | Umum Daerah
terkait layanan | d/ Kota Madiun
yang
disediakan
oleh RSUD
kota Madiun
Lingkungan RAL 01.40 Layananan www.silapling. | Dinas Daerah
Hidup Lingkungan SILAPLING madiunkota.g | Lingkungan
Hidup o.id Hidup
Kesehatan RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Bagian Daerah
Kesehatan Pengajuan Izin Perekonomian
SATGAS dan
COVID Kesejahteraan
Rakyat
RAL 01.25 Layanan Kartu | Pcare BPJS Dinas Daerah
Kesehatan Indonesia Kesehatan,
Sehat Pengendalian
Penerima Bea Penduduk dan
Iur Daerah Keluarga
(KIS PBID) Berencana
RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Dinas Sosial, Daerah
Kesehatan Pengusulan Pemberdayaan
KIS PBIN Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Dinas Sosial, Daerah
Kesehatan Penonaktifan Pemberdayaan
KIS PBIN Perempuan
dan

Perlindungan



http://rsud.madiunkota.go.id/
http://rsud.madiunkota.go.id/
http://rsud.madiunkota.go.id/
http://rsud.madiunkota.go.id/
http://rsud.madiunkota.go.id/
http://rsud.madiunkota.go.id/
http://www.silapling.madiunkota.go.id/
http://www.silapling.madiunkota.go.id/
http://www.silapling.madiunkota.go.id/
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Layanan Referensi Layanan Aplikasi .
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Anak
RAL 01.25 antrian Online | Web RSUD OPD Daerah
Kesehatan
RAL 01.25 Pelayanan SIM-RS OPD Daerah
Kesehatan Loket
Pendaftaran
RAL 01.25 Pelayanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Pendaftaran Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Pendaftaran Kesehatan,
dan Pengendalian
Administrasi Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan,
Umum Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Kesehatan Gigi Kesehatan,
dan Mulut Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan KIA- | SIST-BRO, Dinas Daerah
Kesehatan KB-Imunisasi KLIK KB Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Kesehatan Gawat Darurat Kesehatan,
( Kasus Gawat Pengendalian
Darurat, Penduduk dan
Pasien Batuk Keluarga
Pilek/Suhu > Berencana
37,5°C)
RAL 01.25 Pelayanan Si Gizi Dinas Daerah
Kesehatan Konsultasi Terpadu - Kesehatan,
(Gizi, Sanitasi, ePPGBM Pengendalian
UBM (Upaya (Pencatatan Penduduk dan
Berhenti dan Pelaporan | Keluarga
Merokok dan Gizi Berbasis Berencana
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Referensi Layanan Aplikasi
Layanan Pemilik
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Pengaduan) Masyarakat)
RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Kesehatan Santun Lansia Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan SITB (TB), Dinas Daerah
Kesehatan Pemeriksaan SIHA Kesehatan,
Khusus (Th, (HIV/AIDS) Pengendalian
HIV, dan Bapil) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan SIMONA KEMENKES Pusat
Kesehatan Kefarmasian
RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Kesehatan Laboratorium Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Kesehatan Ambulans Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan Menggunakan | Dinas Daerah
Kesehatan Pendaftaran WhatsApp Kesehatan,
dan Rekam Pengendalian
Medik Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan,
Umum Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Kesehatan Gigi Kesehatan,
dan Mulut Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan Tidak Dinas Daerah
Kesehatan PryKB Diketahui Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana




Perangkat
e Kode Nama Nama N
Referensi Layanan Aplikasi
Layanan Pemilik
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
RAL 01.25 Layanan Tidak Dinas Daerah
Kesehatan Gawat Darurat | Diketahui Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan Gizi Si Gizi Dinas Daerah
Kesehatan Terpadu - Kesehatan,
ePPGBM Pengendalian
(Pencatatan Penduduk dan
dan Pelaporan | Keluarga
Gizi Berbasis Berencana
Masyarakat)
RAL 01.25 Layanan SIMONA KEMENKES Pusat
Kesehatan Kefarmasian
RAL 01.25 Layanan Tidak Dinas Daerah
Kesehatan laboratorium Diketahui Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan Tidak Dinas Daerah
Kesehatan Konsultasi Diketahui Kesehatan,
Sanitasi, Pengendalian
Berhenti Penduduk dan
Merokok Keluarga
(UBM) dan Berencana
VCT
RAL 01.25 Layanan TB SITB (Sistem Dinas Daerah
Kesehatan Informasi Kesehatan,
Tuberkulosis) | Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan Tidak Dinas Daerah
Kesehatan Khusus Diketahui Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
RAL 01.25 Layanan SIST-BRO Dinas Daerah
Kesehatan Vaksinasi Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Jaminan RAL 01.26 Pelayanan puskesos Dinas Sosial, Daerah
Sosial Sosial Pengusulan (pusat Pemberdayaan
Data Terpadu kesejahteraa | Perempuan
Kesejahteraan n sosial dan
Sosial Kota Perlindungan
Madiun) Anak
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Perangkat
Kode Nama Nama
Jenis Daerah
Referensi Layanan Aplikasi
Layanan Pemilik
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
9 Energi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
ada
10 Perhubungan | RAL 01.19 Layanan KIR e-Kir Dinas Daerah
dan Lalu Transportasi | AE Perhubungan
Lintas
RAL 01.19 Pelayanan E- e-TLE Dinas Daerah
Transportasi | TLE Perhubungan
RAL 01.19 Layanan CSS Bank Dinas Daerah
Transportasi | pendaftaran Jatim Perhubungan
online
Pengujian
Kendaraan
Bermotor dan
SIM Pengujian
Kendaraan
Bermotor
11 Sumber Daya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
Alam ada
12 Pariwisata Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
ada
13 Sosial RAL 01.26 Pelayanan puskesos Dinas Sosial, Daerah
Sosial Pengusulan (pusat Pemberdayaan
Data Terpadu kesejahteraa | Perempuan
Kesejahteraan n sosial dan
Sosial Kota Perlindungan
Madiun) Anak
RAL 01.26 Pelayanan Tidak ada Dinas Sosial, Daerah
Sosial Pemberian Pemberdayaan
Bantuan Perempuan
Pemakaman dan
Bagi Gepeng Perlindungan
(OT/T4) Anak
RAL 01.26 Pelayanan Tidak ada Dinas Sosial, Daerah
Sosial Santunan Pemberdayaan
Kematian Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
14 Koperasi RAL 01.13 Ijin Usaha Tidak ada Dinas Tenaga Daerah
Koperasi Simpan Pinjam Kerja,
(IUSP) Koperasi
Usaha Kecil
Dan
Menengah
15 Penanggulang | RAL 01.26 Layanan Tidak ada Badan Daerah
an Bencana Sosial Pembekalan Penanggulang
dan Linmas dan Pelatihan an Bencana
Penanggulanga Daerah
n Bencana
RAL 01.26 layanan Tidak ada Badan Daerah
Sosial Penanganan Penanggulang




Jenis

Layanan

Kode
Referensi

Layanan
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Nama

Layanan

Eksisting

Bencana Alam

Nama
Aplikasi
Eksisting

Perangkat
Daerah
Pemilik

Layanan

an Bencana

(Banjir, Angin Daerah
puting beliung)
RAL 01.26 Layanan Tidak ada Badan Daerah
Sosial Evakuasi / Penanggulang
Penanggulanga an Bencana
n Bencana Daerah
RAL 01.26 Pelayanan Tidak ada Dinas Sosial, Daerah
Sosial Penanganan Pemberdayaan
Bencana Sosial Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
RAL 01.26 Penanganan Tidak ada Dinas Sosial, Daerah
Sosial Bencana Alam Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
16 Perdagangan, RAL 01.04 Layanan E-Retribusi Dinas Daerah
perindustrian, | Ekonomi Retribusi Pasar Perdagangan
PM, dan PTSP
17 Kebersihan RAL 01.29 Pelayanan Google Form Dinas Daerah
dan Ruang Keamanan Penebangan/P Perumahan
Terbuka Hijau engeprasan Rakyat dan
Pohon dan Kawasan
atau Tanaman Permukiman
Tepi Jalan.
18 Ketenagaker RAL 01.32 Layanan SICAKER Dinas Tenaga Daerah
jaan Ketenagakerj | KARTU TANDA Kerja,
aan PENCARI Koperasi
KERJA / AK1 Usaha Kecil
ONLINE Dan
Menengah
RAL 01.32 Rekomendasi SISKOTKLN Dinas Tenaga Daerah
Ketenagakerj | Paspor (Cpmi) Kerja,
aan Koperasi
Usaha Kecil
Dan
Menengah
RAL 01.32 Pelayanan SICAKER Dinas Tenaga Daerah
Ketenagakerj | Pemberian Kerja,
aan Informasi Koperasi
Pasar Kerja Usaha Kecil
Kepada Dan
Pencari Kerja Menengah
dan Pemberi
Kerja
RAL 01.32 Penerbitan Tidak ada Dinas Tenaga Daerah
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Layanan Referensi Layanan Aplikasi .
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Ketenagakerj | Surat Izin Kerja,
aan Usaha Koperasi
Lembaga Usaha Kecil
Penempatan Dan
Tenaga Kerja Menengah
Swasta Antar
Kerja Lokal
RAL 01.32 Penerbitan Tidak ada Dinas Tenaga Daerah
Ketenagakerj | Rekomendasi Kerja,
aan Ijin Tempat Koperasi
Penampungan Usaha Kecil
Dan
Menengah
RAL 01.32 Pelayanan Tidak ada Dinas Tenaga | Daerah
Ketenagakerj | Penerbitan Kerja,
aan Surat Tanda Koperasi
Daftar Bursa Usaha Kecil
Kerja Khusus Dan
(BKK) Menengah
RAL 01.32 Rekomendasi Tidak ada Dinas Tenaga Daerah
Ketenagakerj | Penyelenggara Kerja,
aan Pameran Koperasi
Bursa Usaha Kecil
Kerja/Job Dan
Market Fair Menengah
RAL 01.32 Pelayanan Tidak ada Dinas Tenaga | Daerah
Ketenagakerj | Pendaftaran Kerja,
aan Siaga Kita Koperasi
Usaha Kecil
Dan
Menengah
19 Cipta Karya RAL 01.21 Pelayanan Google Form Dinas Daerah
dan Tata Pembanguna | Calon Perumahan
Ruang n Kawasan Penghuni Rakyat dan
atau Daerah | Rusunawa. Kawasan
Tertinggal Permukiman
20 Pertanian dan | RAL 01.07 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Ketahanan Pertanian Permintaan Ketahanan
Pangan Bantuan Pangan dan
Pestisida Pertanian
Pertanian
RAL 01.07 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Pertanian Surat Ketahanan
Pengantar Pangan dan
Pencairan Pertanian

Dana Bantuan
Langsung
Masyarakat
Pengembangan

Usaha




Perangkat
e Kode Nama Nama N
Layanan Referensi Layanan Aplikasi .
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Agribisnis
Perdesaan
(BLM PUAP) Ke
Bank
RAL 01.07 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Pertanian Rekomendasi Ketahanan
Kredit Usaha Pangan dan
Tani Pertanian
RAL 01.07 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Pertanian Fasilitas Ketahanan
Pengajuan Pangan dan
Klaim Asuransi Pertanian
Usaha Tani
Padi (AUTP)
RAL 01.07 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Pertanian Verifikasi dan Ketahanan
Validasi Pangan dan
Rencana Pertanian
Definitif
kebutuhan
Kelompok
(RDKK) dan
Distribusi
Pupuk
Bersubsidi
RAL 01.09 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Peternakan Surat Ketahanan
Keterangan Pangan dan
Terdaftar Pertanian
Kelompok Tani
Ternak
RAL 01.09 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Peternakan Kesehatan Ketahanan
Hewan Pangan dan
Pertanian
21 Layanan Bina | RAL 01.17 Layanan SILAT Dinas Daerah
Marga dan Pekerjaan pelaporan Pekerjaan
Pematusan Umum jalan dan Umum dan
jembatan Penataan
Ruang
RAL 01.17 Pelayanan Tidak ada Dinas Daerah
Pekerjaan Jasa Pekerjaan
Umum Rekomendasi Umum dan
Penurunan Penataan
Trotoar Ruang
22 Layanan RAL 01.16 Layanan http://simbg. | Dinas Daerah
Pengelolaan Perizinan Permohonan pu.go.id/ Pekerjaan
Bangunan dan Persetujuan Umum dan
dan Tanah Akreditasi Bangunan Penataan



http://simbg.pu.go.id/
http://simbg.pu.go.id/
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Layanan Referensi Layanan Aplikasi .
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Gedung Ruang
23 Layanan RAL 01.44 Layanan https://satpol | Satuan Polisi Daerah
Pemadam Komunikasi Pengaduan / .madiunkota.g | Pamong Praja
Kebakaran Keluhan o.id/ dan Pemadam
Masyarakat Kebakaran
24 Perpustakaan | RAL 01.31 Layanan http://Inlislit | Dinas Daerah
Pendidikan Perpustakaan e.madiunkota. | Perpustakaan
o.id dan Kearsipan
25 Pemuda dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
Olahraga ada
26 Kependudukan |[RAL 01.23 Pelayanan Whatsapp Dinas Daerah
Catatan Sipil |Kependudukan| Inovasi Kependudukan
Takziah dan Pencatatan
Sipil
RAL 01.23 Pelayanan SIAK Dinas Pusat
Kependudukan| Inovasi Gadjah Kependudukan
Mada (Petugas dan Pencatatan
Adminduk Sipil
Berkunjung ke
Rumabh,
Masyarakat
Kota Madiun
Bahagia)
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, SIAK |Dinas Daerah
Kependudukan| Penerbitan Kependudukan
Kartu Tanda dan Pencatatan
Penduduk Sipil
Elektronik
(KTP-El)
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Penerbitan KK SAKIP Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
RAL 01.23 PELAYANAN Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| KARTU Digiform, Kependudukan
IDENTITAS SIAK dan Pencatatan
ANAK (KIA) Sipil
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Penerbitan Digiform, Kependudukan
Surat SIAK dan
Keterangan Pencatatan
Kependudukan Sipil
Terhadap
Pendaftaran
Peristiwa
Kependudukan
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pencatatan Digiform, Kependudukan
Kelahiran SIAK dan Pencatatan



https://satpol.madiunkota.go.id/
https://satpol.madiunkota.go.id/
https://satpol.madiunkota.go.id/
http://inlislite.madiunkota.go.id/
http://inlislite.madiunkota.go.id/
http://inlislite.madiunkota.go.id/
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Layanan Referensi Layanan Aplikasi .
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Sipil
RAL 01.23 Layanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pencatatan Digiform, Kependudukan
Kematian SIAK dan Pencatatan
Sipil
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pencatatan Digiform, Kependudukan
Perkawinan SIAK dan Pencatatan
(Bagi Warga Sipil
Non Muslim)
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Penerbitan SILANDEP Kependudukan
Akta dan Pencatatan
Perceraian Sipil
(Bagi Warga
Non Muslim)
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pencatatan Digiform, Kependudukan
Pengangkatan, | SIAK dan Pencatatan
Pengakuan Sipil
Dan
Pengesahan
Anak
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pencatatan digiform, SIAK |Kependudukan
Perubahan dan Pencatatan
Nama Sipil
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pencatatan Digiform, Kependudukan
Pembetulan SIAK dan Pencatatan
Dan Sipil
Pembatalan
Akta
Pencatatan
Sipil
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Pembatalan Digiform, Kependudukan
Dokumen SIAK dan
Administrasi Pencatatan
Kependudukan Sipil
Melalui Asas
Contrarius
Actus
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Penerbitan Digiform, Kependudukan
Kembali SIAK dan
Register Dan Pencatatan
Akta Sipil

Pencatatan
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Perangkat
e Kode Nama Nama N
Referensi Layanan Aplikasi
Layanan Pemilik
Layanan Eksisting Eksisting
Layanan
Sipil
RAL 01.23 Pelayanan Klik WA, Dinas Daerah
Kependudukan| Permintaan Digiform, Kependudukan
Data Jumlah SIAK dan
Penduduk Pencatatan
Sipil
RAL 01.23 Pelayanan Web Portal Dinas Daerah
Kependudukan| Permohonan Kependudukan
Kerjasama dan
Pemanfaatan Pencatatan
Data Sipil
Administrasi
Kependudukan
RAL 01.23 PELAYANAN Tidak ada Dinas Daerah
Kependudukan| INOVASI Kependudukan
BAKTIKU dan
EYANGKU Pencatatan
(Bawakan Akte Sipil
Kelahiran
Untukmu
EYANGKU
27 Badan RAL 01.33 Pengajuan SIPERMATA Badan Daerah
Kesatuan, Ilmu Penelitian Kesatuan
Politik dan Pengetahuan Bangsa dan
Perlindungan dan Politik
Masyarakat Teknologi
28 Perpajakan RAL 02.02 Pelayanan SIMPADAMA Badan Daerah
Keuangan SIMPADAMA Pendapatan
(Pelayanan Daerah

Pajak Daerah)

Berdasarkan Tabel 1.14 dapat diketahui bahwa terdapat 3

(tiga) jenis layanan publik berbasis elektronik dan 13 (tiga belas)

jenis layanan publik sektoral berbasis elektronik, namun belum

semua layanan publik sektoral memiliki layanan maupun aplikasi

pendukung dari layanan tersebut. Pada Pemerintah Kota Madiun

terdapat S (lima) layanan publik sektoral yang belum didukung

layanan maupun aplikasi. Jenis layanan tersebut adalah layanan

pada sektor Pengajaran, Energi, Sumber Daya Alam, Pariwisata,

dan Pemuda dan Olahraga.

Secara keseluruhan layanan publik sektoral yang ada pada

Pemerintah Kota Madiun adalah 60 (enam puluh) layanan yang

tersebar di seluruh PD. Selain itu, terdapat beberapa jenis layanan
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yang masih belum didukung aplikasi yaitu layanan Pekerjaan dan
Usaha, Tempat Tinggal, Koperasi, Penanggulangan Bencana dan
Linmas, dan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Layanan tersebut
terdapat pada PD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Ketersediaan Layanan terhadap program merupakan
ketersediaan layanan dari seluruh Perangkat Daerah yang
mendukung program RPJMD. Peninjauan dilakukan terhadap
layanan apa saja yang telah mendukung program pada RPJMD.
Berdasarkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada
Pemerintah Kota Madiun diketahui bahwa tidak seluruh program
urusan RPJMD didukung oleh layanan.

Pada Pemerintahan Kota Madiun terdapat 377 (tiga ratus
tujuh puluh tujuh) Program yang tersebar pada seluruh Perangkat
Daerah. Dalam upaya melaksanakan program yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka
dikembangkan layanan yang diharapkan sesuai dengan program
tersebut dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum
apabila diimplementasikan dengan baik. Data terkait RPJMD
layanan terhadap program Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat
pada Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program

RPJMD.
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KETERSEDIAAN LAYANAN TERHADAP
PROGRAM

M Layanan mendukung Program RPJMD M Layanan belum mendukung Program RPJMD

Gambar 1.18 Persentase Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Berdasarkan Gambar 1.18 dapat diketahui bahwa masih
banyak layanan yang masih belum mendukung program RPJMD.
Berdasarkan data dapat diketahui bahwa layanan yang tidak
mendukung program memiliki nilai sebesar 68% atau sebanyak
258 (dua ratus lima puluh delapan) layanan. Sedangkan layanan
yang mendukung program memiliki nilai sebesar 32% atau
sebanyak 119 (seratus sembilan belas) layanan.

Metadata Layanan SPBE

Metadata arsitektur ini dapat merepresentasikan entitas
pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Entitas metadata
arsitektur layanan SPBE berisi informasi mengenai luaran atau
hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai
induknya.

Entitas metadata arsitektur layanan SPBE berhubungan
dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang
memberikan layanan tersebut. Pada entitas ini tidak terdapat
hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.
Masing-masing metadata arsitektur memiliki beberapa atribut
yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata
arsitekturnya. @ Mengacu pada  Surat Edaran  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital
Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE , detail metadata
layanan SPBE dapat dilihat pada Tabel 1.15.
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Tabel 1.15 Atribut Metadata Layanan

No. ‘ Nama Atribut Keterangan

1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata.
2 | Nama Layanan Merupakan nama dari layanan yang

dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.

Tujuan Layanan Merupakan penjelasan tujuan dari layanan

4 | Fungsi Layanan Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-

fungsi yang terdapat dalam layanan

S | Model Referensi | Merupakan kode model referensi SPBE yang
Layanan sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6 | Unit Pelaksana Merupakan unit kerja/perangkat daerah

yang melaksanakan layanan

7 | Kementerian/ Merupakan kementerian/lembaga terkait

Lembaga terkait dengan layanan

8 | Urusan Pemerintahan |[Merupakan urusan pemerintahan yang

Terkait terkait dengan layanan
9 | Target Layanan Merupakan target pengguna layanan
10 | Metode Layanan Merupakan model dari layanan
11 | Potensi Manfaat Merupakan manfaat yang diperoleh dalam

penerapan layanan SPBE baik untuk
kebutuhan internal instansi pusat dan
pemerintah  daerah, serta kepentingan
eksternal, para pemangku kepentingan,
hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas
layanan pemerintah, mempercepat proses
pemberian layanan, peningkatan akurasi dan
kualitas data, meningkatkan efisiensi

operasional dll).

12 | Potensi Ekonomi Merupakan kuantifikasi potensi manfaat
yang diperoleh dalam penerapan layanan
SPBE

13 | Potensi Risiko Merupakan potensi risiko yang akan terjadi

dalam penerapan layanan SPBE

14 | Mitigasi Risiko Merupakan mitigasi penanganan potensi
risiko yang dihadapi dalam penerapan
layanan SPBE

15 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Penjabaran metadata layanan dapat menunjukkan bahwa
layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE
nasional. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sejumlah

OPD telah melaksanakan pelayanan yang disebutkan dalam
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Lampiran Perpres 95 tahun 2018. Detail metadata layanan SPBE
dapat dilihat pada Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE.
Permasalahan Layanan SPBE

Dalam pelaksanaan layanan yang ada, PD di Pemerintah Kota
Madiun memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi. Dari hasil
survei yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang kerap

terjadi dalam pelaksanaan layanan di Pemerintah Kota Madiun,

diantaranya:

a. Pekerjaan masih dilakukan secara manual

b. Kurangnya pemahaman SDM secara teknis

C. Aplikasi masih belum sepenuhnya terintegrasi
d. Kurangnya sosialisasi penggunaan layanan

e. Akses layanan lambat

Permasalahan yang ada sebagian besar dikarenakan sarana
prasarana pendukung layanan seperti server, jaringan yang kurang
pendukung sehingga membuat akses layanan menjadi lambat atau
kurang update. Akses layanan lambat juga dikarenakan layanan yang
masih manual sehingga diperlukan waktu lebih untuk menyelesaikan
layanan yang ada. Sedangkan kurangnya sosialisasi layanan terhadap
target pengguna layanan menjadikan layanan jarang diakses atau
digunakan.

Analisis Gap

Setelah pembahasan kondisi layanan Pemerintah Kota Madiun
di atas, maka dilakukan analisis kesenjangan atau gap atas kondisi
saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di
Pemerintah Kota Madiun. Hasil analisis gap layanan SPBE Pemerintah

Kota Madiun dapat dilihat pada Tabel 1.16.

Tabel 1.16 Analisis GAP Layanan SPBE

Parameter ‘ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP

Ketersediaan Terdapat 322 layanan Seluruh instansi | Terdapat GAP
layanan yang tersebar pada 35 Pemerintahan karena ada 1 PD
OPD. memiliki layanan | yang tidak
dan atau | memiliki layanan
mendukung layanan | yaitu Bagian
OPD lain. Administrasi
Pemerintahan
Umum.




Parameter

Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal

Akses layanan

322
layanan yang ada di

Berdasarkan

Kota Madiun, terdapat
119 yang
memiliki akses secara
137
dengan akses manual,

layanan
online,

layanan

dan 66 layanan dengan

Layanan  didukung
aplikasi umum
berbagi pakai dan

atau aplikasi khusus
(Peraturan Presiden
No 95 tahun 2018
tentang SPBE)

dilakukan
perubahan

Perlu

137
dengan

terhadap
layanan
akses manual

menjadi online.

akses online dan
manual.
Layanan Dari 10 layanan | Layanan  didukung | Kondisi ideal telah
Administrasi administrasi berbasis | dengan aplikasi bagi | terpenuhi.
Pemerintah elektronik pada | pakai (Peraturan
PERPRES Nomor 95 | Presiden Nomor 95
Tahun 2018, dapat | tahun 2018 tentang
diketahui dari semua | SPBE)
layanan telah
didukung oleh aplikasi.
Layanan Berdasarkan 3 jenis | Penggunaan aplikasi | Pengusulan
Publik layanan publik | bagi pakai untuk | perubahan pada
berbasis elektronik, | mendukung layanan | aplikasi  layanan
layanan eksisting yang | dan Pemerintah | publik internal
ada di Pemerintahan | dapat daerah untuk
Kota Madiun telah | menyempurnakan dapat menjadi bagi
didukung oleh aplikasi | dengan pakai dengan PD
pusat maupun daerah. | pembangunan lain.
aplikasi khusus jika
belum tersedia
aplikasi umum
berbagi pakai
(Peraturan Presiden
No 95 tahun 2018
tentang SPBE)
Layanan Terdapat 152 layanan | Menggunakan Perlu dilakukan
Publik pada public sectoral. aplikasi bagi pakai pengusulan
Sektoral Selain itu, terdapat S | dan Pemerintah | layanan dan
sektoral yang tidak dapat aplikasi terkait
memiliki layanan dan menyempurnakan sektor yang masih
didukung aplikasi dengan belum didukung
yaitu pengajaran, pembangunan layanan  maupun
energi, sumber daya aplikasi.

alam, pariwisata, dan

pemuda & olahraga.

aplikasi khusus jika

belum tersedia
aplikasi umum
berbagi pakai

(Peraturan Presiden
No 95 tahun 2018
tentang SPBE)
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal
Ketersediaan Berdasarkan data | Seluruh program | Perlu dilakukan
layanan analisis terdapat 377 | yang tercantum pada | penambahan
terhadap program. Terdapat 119 | RPJMD telah | terhadap layanan
program layanan yang | didukung oleh | agar program
mendukung program. | layanan Pemerintah | RPJMD dapat
Sedangkan terdapat | Kota Madiun terealisasi secara
258 layanan yang tidak keseluruhan
didukung oleh
program.

KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP

Subtansi 1.6 menjelaskan kondisi aplikasi SPBE Pemerintah
Kota Madiun saat ini dan hasil analisis kesenjangannya terhadap
harapan yang ingin dicapai. Dalam proses pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintahan di era perkembangan teknologi
informasi saat ini tidak luput dari peran aplikasi sebagai alat bantu
untuk mempermudah pelayanan publik, administrasi maupun terkait
manajemen pada pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia saat
ini telah melaksanakan program Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, maka sangat penting dilakukan pengembangan suatu
sistem atau aplikasi sebagai salah satu media dalam mendukung
berjalannya program tersebut.

Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
SPBE menjelaskkan bahwa Aplikasi SPBE adalah satu atau
sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk
melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah. Secara garis besar
aplikasi SPBE dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu
Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang dalam
penggunaanya dapat digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah. Aplikasi umum dibangun dan
dikembangkan oleh Kementerian atau Pemerintah Pusat agar dapat
digunakan oleh pemerintah daerah dalam membantu manajemen dan
melaksanakan proses bisnis pemerintah daerah agar data yang
dikelola terkumpul menjadi satu dan mudah dalam pengelolaan data.
Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun,

dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi Pusat atau
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Pemerintahan Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus

yang bukan kebutuhan Pemerintahan Daerah lain. Aplikasi khusus

dibangun untuk mendukung proses bisnis atau pelayanan dengan
kebutuhan tertentu.

Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Arsitektur

SPBE Nasional menyebutkan bahwa posisi aplikasi dalam SPBE yaitu
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dimana domain Arsitektur
Aplikasi menempati posisi di bawah domain layanan yang
menunjukkan bahwa aplikasi sebagai media pendukung untuk
meningkatkan kualitas layanan dari instansi pemerintah. Referensi
Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) adalah kerangka kerja untuk
mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi
peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan
konsolidasi dari aplikasi. Referensi arsitektur menjadi acuan untuk
penyusunan domain arsitektur secara nasional, sehingga IPPD akan
menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang
digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pemerataan
infrastruktur TIK nasional. Berdasarkan informasi yang dihasilkan
dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan
dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun
redundansi, peluang wuntuk berbagi pakai, ataupun untuk
penggunaan kembali. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang
menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi
pemerataan infrastruktur TIK nasional.

Dalam domain arsitektur Aplikasi SPBE yang akan mendukung
arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi
Aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur
Aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

a) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke
dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1
(pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b) Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah
sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang
menjadi struktur di tingkat nasional;

) Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai

dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi
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Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di

tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);

d) Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari
kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai
dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan
terintegrasi secara nasional.

[lustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE dapat
terlihat pada Gambar 1.19. Selanjutnya proses klasifikasi dan
identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi
arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur
aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Struktur Refrensi Arsitektur Aplikasi

. R . . SPBE Nasional
[Tlngkat 1 (Domain Aplikasi) ’

‘ Tingkat 2 (Area Aplikasi)

‘ Tingkat 3 (Kategori Aplikasi) '

SPBE Instansi Pusat ; : : .
SPBE Pemerintah Dasrah [Tlngkat 4 (Sub Kategori Aplikasi)

J

Penyusunan referensi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE

Gambar 1.19 Arsitekur Aplikasi SPBE

bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya,

melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan

nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga
membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang
ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai
aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur Aplikasi SPBE dilakukan
dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

a. Disusun  berdasarkan  pada  struktur  adaptif yang
memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau
pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan
kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;

b. Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
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C. Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan,
aksesibilitas, dan pelaporan;

e. Berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
Terkorelasi dengan domain layanan SPBE dan domain data dan
informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung
oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE,
yang dapat dilihat relasi langsung antar domain Aplikasi SPBE
pada Gambar 1.20.

Domain Layanan SPEE ‘|ﬁ

Domain Keamanan SPEE Domain Aplikasi SFEE Domain Data dan Informasi Ij

Referenasi Arsitektur Aplikasi

| Domain Infrastruktur SPEE j

Gambar 1.20 Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE
Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain Aplikasi SPBE memiliki struktur dengan 4 (empat)
tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua)
merupakan struktur di tingkat nasional. Dan tingkat 3 (tiga) dan
tingkat 4 (empat) merupakan struktur di tingkat Instansi Pusat atau
Pemerintah Daerah. Penjelasan mengenai taksonomi referensi
arsitektur aplikasi SPBE dijabarkan pada Tabel 1.17.

Tabel 1.17 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi

SPBE
Aplikasi Umum (01)

01.01 Aplikasi Layanan Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan
Publik standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

mendukung pelayanan publik

01.02 Aplikasi Administrasi Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan
Pemerintahan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

mendukung administrasi pemerintahan.

Aplikasi Khusus (02)

02.01 Aplikasi Misis Tertentu | Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah tertentu untuk
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Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi

SPBE

memenuhi kebutuhan khusus yang bukan
kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu,
dapat berupa aplikasi layanan publik
dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan
untuk misi khusus pada instansi

pemerintahan tertentu.

02.02 Aplikasi Fungsi Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
Tertentu digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah tertentu wuntuk
memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain,
dapat Dberupa aplikasi layanan publik
dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan
untuk  fungsi  khusus pada  instansi

pemerintahan tertentu.

Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan pada 35 PD
melalui pengisian web survei dan pengumpulan data secara langsung
di Kota Madiun, maka didapatkan bahwa pemerintah Kota Madiun
memiliki total 210 (dua ratus sepuluh) aplikasi, dimana seluruh PD
telah memiliki aplikasi sebagai pendukung layanan publik maupun
administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan pengelompokan dari
aplikasi SPBE yang telah dianalis dari hasil survei. Pengelompokan
terbagi menjadi 5 yaitu berdasarkan status pengembangan aplikasi,
status penggunaan aplikasi, referensi arsitektur SPBE, unit
pengembang aplikasi, dan basis aplikasi. Lebih jelasnya, akan
dijelaskan pada subbab 1.6.4.1 sampai 1.6.4.5.
Status Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan status pengembangannya, aplikasi SPBE terbagi
menjadi 2 (dua), yaitu sedang dikembangkan dan selesai
dikembangkan. Status aplikasi sedang dikembangkan yang mana
aplikasi tersebut dalam proses pengembangan untuk meningkatkan
atau memperbaiki fitur tertentu, sedangkan status pengembangan
aplikasi selesai dikembangkan merupakan aplikasi yang tidak dalam

tahap pengembangan atau perbaikan fitur. Persentase status
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pengembangan dari 210 aplikasi di Pemerintah Kota Madiun

dijabarkan pada Gambar 1.21.

Presentase Status Pengembangan Aplikasi

Sedang
dikembangkan
8%

Gambar 1.21 Persentase Status Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan Gambar 1.21 terlihat bahwa aplikasi yang dimiliki

Pemerintah Kota Madiun sebagian besar telah selesai dikembangkan,

yaitu sebesar 92% (193 aplikasi), sedangkan lainnya, yaitu sebesar

8% (17 aplikasi) saat ini sedang dalam proses pengembangan.

Terdapat 24 PD yang seluruh aplikasi yang dimiliki telah selesai

dikembangkan, dan 11 sisanya memiliki aplikasi yang telah selesai

dikembangkan dan juga ada aplikasi yang sedang dalam proses

pengembangan. Berikut PD yang masih memiliki aplikasi yang

sedang dalam pengembanagan, diantaranya:

a.
b.

Bagian Organisasi sedang mengembangkan aplikasi E-Sakip.
Badan Keuangan dan Aset Daerah sedang mengembangkan 3
aplikasi yaitu, SIPKD, SIM GAJI dan ALADIN.

Badan Pendapatan Daerah sedang mengembangkan aplikasi
SIMPADAMA.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sedang mengembangkan aplikasi KUE DAKON.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sedang
mengembangkan aplikasi Sisan Baline.

Dinas Lingkungan Hidup sedang mengembangkang aplikasi
SILAPLING.
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g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sedang mengembangkan
aplikasi INLIS.LITE.

h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sedang
mengembangkan 4 aplikasi yaitu, BBM Satpol PP, aplikasi
Gakda, SIM Satpol PP Kota Madiun, dan aplikasi Lek Pakar.

i.  Rumah  Sakit Umum Daerah Kota Madiun sedang
mengembangkan aplikasi SI-JASPEL.

j.  Kecamatan Manguharjo sedang mengembangkan aplikasi
SICAKRA.

k. Kecamatan Kartoharjo sedang mengembangkan aplikasi E-
Surprais dan SIM Karto.

1.6.4.2 Status Penggunaan Aplikasi
Aplikasi SPBE terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan status
Penggunaan Aplikasi, yaitu tidak digunakan, belum digunakan, dan
masih digunakan. Status Penggunaan Aplikasi Tidak digunakan,
aplikasi yang sudah tidak lagi digunakan untuk mendukung layanan
maupun proses bisnis, Status Penggunaan Aplikasi belum
digunakan, aplikasi yang masih belum dirilis untuk digunakan
secara Internal maupun publik, dan Status Penggunaan Aplikasi
masih digunakan, aplikasi yang masih digunakan sampai saat ini
dalam menunjang urusan Administrasi dan pelayanan publik.
Persentase status pengembangan dari 210 (dua ratus sepuluh)

aplikasi di Pemerintah Kota Madiun dijabarkan pada Gambar 1.22.

Presentase Status Penggunaan Aplikasi

Tidak digunakan Belum digunakan
1% 1%

Masih digunakan
98%

Gambar 1.22 Persentase Status Penggunaan Aplikasi
Berdasarkan Gambar 1.22 dapat disimpulkan jika sebagian
besar aplikasi milik Pemerintah Kota Madiun masih aktif digunakan,

yaitu sebesar 98% (206 aplikasi). Sementara sisanya sebesar 1% (2
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aplikasi) sudah tidak digunakan dan 1% (2 aplikasi) belum
digunakan.
a) Aplikasi yang belum digunakan diantaranya
e Aplikasi KUE DAKON milik Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
e Aplikasi Lek Pakar milik Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran.
b) Aplikasi yang sudah tidak digunakan diantaranya:
e Aplikasi e-Inisiatif milik Sekretariat DPRD dikarenakan
sudah beralih ke aplikasi e-AR.
e Aplikasi SILAT milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang karena sudah beralih ke aplikasi Lapor milik pusat.
Area Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 kode
referensi, yaitu RA 01.01 Aplikasi Umum layanan publik, RA 01.02
Aplikasi Umum administrasi pemerintahan, RA 02.01 Aplikasi
Khusus Misi dan RA 02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu.
Aplikasi Layanan Publik adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang
sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk
mendukung pelayanan publik. Aplikasi Administrasi Pemerintahan
adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan
digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung
administrasi pemerintahan. Aplikasi Misi Tertentu adalah Aplikasi
yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD
tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan
kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa
aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan
untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

Aplikasi Fungsi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk
memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain, dapat berupa
aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan
untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Pada
Gambar 1.23 dijabarkan presentasi aplikasi berdasarkan referensi

arsitektur aplikasinya.
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Presentase Referensi Aplikasi SPBE

Aplikasi Khusus-
Fungsi Tertentu
16%

Aplikasi Khusus-Misi
Tertentu
2%

Aplikasi Umum-
Layanan Publik
52%
Aplikasi Umum-
Administrasi

Pemerintahan
30%

Gambar 1.23 Presentase Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan Gambar 1.23 dari total keseluruhan aplikasi yaitu
210 (dua ratus sepuluh) aplikasi pada pemerintahan Kota Madiun
aplikasi paling banyak yang dimiliki yaitu kategori Aplikasi Umum-
Layanan Publik yaitu sebesar 52% (109 aplikasi), kemudian
Aplikasi Umum-Administrasi Pemerintahan 30% (64 aplikasi),
Aplikasi Khusus-Fungsi Tertentu 16% (33 aplikasi), dan persentase
paling sedikit yaitu sebesar 2% (4 aplikasi) untuk Aplikasi Khusus
Misi Tertentu. Aplikasi Khusus Misi tertentu ini merupakan aplikasi
yang Dberkaitan dengan COVID-19 yaitu aplikasi KPCPEN
VAKSINASI, aplikasi Monitoring PPKM, aplikasi New All Record
Antigen/PCR COVID-19, dan aplikasi SILACAK (Sistem Informasi
Tracing COVID-19) yang merupakan aplikasi pusat dibawah
naungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.
Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Unit Pengembangan Aplikasi SPBE adalah wunit yang
melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi, yang
dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu, dikembangkan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika, dikembangkan oleh Pihak
Ketiga, dikembangkan secara mandiri oleh Perangkat Daerah itu
sendiri, dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, dan lainnya
(dikembangkan instansi lain). Persentase aplikasi Kota Madiun
berdasarkan Unit Pengembangnya dijabarkan pada Gambar 6.6

sebagai berikut.
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Presentase Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Lainnya
2%

Pusat
47% Pihak Ketiga

11%

Internal PD
9%

Gambar 1.24 Presentase Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Berdasarkan Gambar 1.24 dapat diketahui jika aplikasi milik
Pemerintah Kota Madiun paling banyak dikembangkan oleh
Pemerintah Pusat yaitu sebanyak 47% (99 aplikasi), dimana
Perangkat Daerah yang paling banyak menggunakan aplikasi Pusat
adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang bagi pakai dengan Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Madiun, yaitu sebanyak 69 (enam puluh
sembilan) aplikasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
95 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sebaiknya aplikasi yang
digunakan untuk mendukung layanan merupakan aplikasi umum
bagi pakai seperti aplikasi yang dikembangkan pusat.

Selanjutnya aplikasi paling banyak kedua adalah aplikasi yang
dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu
sebanyak 31% (64 aplikasi). Sisanya yaitu sebanyak 11% (24
aplikasi) dikembangkan pihak ketiga, sebanyak 9% (18 aplikasi)
dikembangkan oleh internal PD, dan 2% (5 aplikasi) dikembangkan
oleh pihak instansi lain. Aplikasi yang dikembangkan oleh instansi
lain yaitu ada 4 (empat) aplikasi milik BPJS dan 1 (satu) aplikasi
milik Bank Jatim.

Basis Aplikasi SPBE
Aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan

Basis Aplikasinya, yaitu berbasis mobile, cloud, desktop, dan
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website. Aplikasi berbasis mobile adalah aplikasi yang dibangun
dan disematkan pada perangkat mobile (smartphone).

Aplikasi berbasis cloud adalah aplikasi yang dibangun pada
komputasi awan (cloud). Aplikasi berbasis desktop adalah aplikasi
yang berjalan di satu atau beberapa komputer. Aplikasi berbasis
website adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa
pemrograman yang berjalan dari sisi client dan
membutuhkan web server, serta browser untuk menjalankannya.
Persentase aplikasi pemerintah Kota Madiun berdasarkan Basis

Aplikasi dijabarkan pada Gambar 1.25 sebagai berikut.

Presentase Basis Aplikasi SPBE

Cloud Desktop
1% Website-& Mobile 3%
8%

Mobile
6%

Gambar 1.25 Presentase Basis Aplikasi SPBE

Berdasarkan Gambar 1.25 secara garis besar aplikasi yang
dimiliki Pemerintah Kota Madiun yaitu aplikasi berbasis website
sebanyak 82% (173 aplikasi), 8% (16 aplikasi) aplikasi berbasis
website dan mobile, 6% (13 aplikasi) berbasis mobile, 3% (7
aplikasi) berbasis desktop dan 1% (1 aplikasi) berbasis cloud.
Aplikasi berbasis cloud adalah aplikasi Penyimpanan Arsip
Bersama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
yang sedang dalam proses untuk dibagi pakai kan dengan seluruh
PD.

Metadata Aplikasi SPBE
Metadata adalah informasi terstruktur yang

mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya
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menjadikan suatu informasi mudah dikelola, ditemukan, dan
digunakan kembali.

Untuk menganalisis arsitektur aplikasi dalam penerapan
SPBE digunakan dokumen acuan yaitu mengacu pada Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan
Arsitektur SPBE yang didalamnya terdapat metadata yang sudah
ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan. Secara
umum metadata aplikasi meliputi atribut metadata yang
dijabarkan pada Tabel 1.18 sebagai berikut.

Tabel 1.18 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No. Nama Atribut Keterangan

Merupakan nomor unik sebagai identitas

metadata

Nama aplikasi yang digunakan atau

2 Nama Aplikasi
dimiliki.

) o Berisi uraian atau deskripsi secara umum
3 Uraian Aplikasi o
dari aplikasi

Berisi keterangan fungsi dari aplikasi
4 Fungsi Aplikasi
terhadap layanan yang didukung.

Kode model referensi yang terkait dengan
S Kode Model Referensi SPBE
aplikasi

Layanan yang didukung oleh aplikasi,
6 Layanan yang Didukung pilihan layanan yang didukung didapat

dari metadata layanan.

Data yang disimpan pada media
7 Data yang Digunakan penyimpanan data, pilihan data yang
digunakan didapat dari metadata data

Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari
8 Luaran
aplikasi yang dimiliki atau digunakan.

Merupakan identifikasi terhadap data yang
9 Inputan Data
dibutuhkan (diinputkan)

Merupakan identifikasi terhadap nama
10 | Supplier Data
penghasil data.

Merupakan identifikasi terhadap data yang
dihasilkan

11 Luaran Data

Merupakan identifikasi terhadap pengguna
12 Customer Data d
ata

Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud;

13 | Basis Aplikasi ]
atau Mobile)
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No. Nama Atribut Keterangan

Server yang digunakan oleh aplikasi,
14 Server Aplikasi pilihan server yang digunakan didapat dari

metadata perangkat keras server

15 Tipe Lisensi Bahasa Tipe lisensi dari aplikasi (Open
Pemrograman Source/ Proprietary)

Bahasa pemrograman yang digunakan
16 | Bahasa Pemrograman
oleh aplikasi

Kerangka atau Framework yang digunakan
17 | Kerangka Pengembangan
oleh aplikasi

18 | Basis Data Basis data yang digunakan oleh aplikasi.

Unit yang melakukan pembangunan dan
19 | Unit Pengembang
pengembangan aplikasi

Unit yang  melakukan operasional
20 | Unit Operasional Teknologi
teknologi layanan

21 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Atribut pada Tabel 1.18 digunakan untuk melakukan analisis
dari metadata Aplikasi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
Madiun. Secara lebih detail Metadata aplikasi SPBE dijelaskan dan
dapat dilihat pada Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE.

1.6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada 35 PD di
Kota Madiun, telah menyebutkan beberapa permasalahan terkait
aplikasi secara umum. Daftar permasalahan aplikasi SPBE Kota
Madiun dijabarkan pada Tabel 1.19 sebagai berikut.

Tabel 1.19 Daftar Permasalahan Aplikasi Kota Madiun

Frekuensi
Nama Perangkat Solusi

Permasalahan terjadinya
Daerah Penanganan
masalah

Data tidak bisa

Bagian Cukup backup database
1 diakses setelah
Organisasi Sering (45%) | lainnya
disimpan cukup lama
Mencarikan
] hardcopynya
Kelengkapan soft file Jarang (1-2
kemudian
2 Bagian Hukum produk hukum kali dalam
didokumentasik
sebelum tahun 2000 setahun)

an dalam bentuk

foto

3 Bagian Server LPSE dikelola Sering (4x Koordinasi
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Permasalahan

Frekuensi
terjadinya

masalah

Solusi

Penanganan

Pengadaan oleh pusat seminggu) dengan pusat
Barang / Jasa
dan Administrasi
Pembangunan
Bagian
Perekonomian
menunggu
4 dan Server Down Jarang
beberapa saat
Kesejahteraan
Rakyat
S Bagian Umum Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Bagian
6 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Pemerintahan
Badan
7 Penanggulangan | Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Bencana Daerah
Badan
Source data yang berkoordinasi
Perencanaan,
diintegrasikan dari dengan
8 Penelitian dan Sering
SIPD belum dapat Diskominfo Kota
Pengembangan
sepenuhnya tercukupi Madiun
Daerah
output aplikasi selalu mengupdate
harus di update aplikasi sehingga
Badan Keuangan Setiap
9 kembangkan sesuai menimbulkan
dan Aset Daerah Tahun
dengan aturan yg penambahan
berlaku anggaran
Badan
Tarik data yang Update tarik
10 Pendapatan 10 dari 100
terlambat data
Daerah
Badan
Data tidak akurat
Kepegawaian dan
khususnya di Riwayat mengupdate dari
11 Pengembangan Jarang
Jabatan, Golongan admin kota
Sumber Daya
Pangkat
Manusia
Badan Kesatuan
Akses Si-Permata
12 Bangsa dan Jarang Lapor Kominfo
down
Politik
Inspektorat
13 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Daerah
14 Sekretariat Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Frekuensi
Nama Perangkat Solusi
Permasalahan terjadinya
Daerah Penanganan
masalah
DPRD
Dinas
Sering
Kesehatan,
(karena
Pengendalian Kontak Kominfo
15 Jaringan Kurang lokasi PD
Penduduk dan Kota Madiun
berapa di
Keluarga
titik terjauh)
Berencana
Pemohon kurang
Dinas Pekerjaan
mengerti terkait
16 Umum dan Sering Konsultasi
pengisian data dan
Penataan Ruang
sejenisnya
Dinas
Perumahan Ganti Domain
Hacker Terhadap
17 Rakyat dan Jarang dan Backup
Aplikasi
Kawasan Database
Permukiman
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Sering (tiap | menunggu
18 Perempuan dan jaringan lemot
minggu) perbaikan
Perlindungan
Anak
Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi
19 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Usaha Kecil Dan
Menengah
Dinas Menghubungi
20 Down Server Si Caker | Jarang
Pendidikan Kominfo
Dinas Ketahanan
21 Pangan dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Pertanian
Dinas Ada, banyak data Terjadi
Mengecilkan
22 Lingkungan yang masih belum ketika data
datanya
Hidup terupload terlalu besar
Dinas pengaduan
Kependudukan Pelayanan melalui keterlambatan
23 . Sering
dan Pencatatan online kurang efektif diselesaikan saat
Sipil itu juga
04 Dinas Untuk upload dan Tidak Mengganti jenis
Perhubungan sinkronisasi data menentu koneksi yang
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Permasalahan

dengan kemenhub

terkadang gagal dan

Frekuensi
terjadinya

masalah

Solusi

Penanganan

awalnya

menggunakan

lemot wifi diganti
menggunakan
kabel LAN
error aplikasi karena sering (tiap
Dinas
kesalahan penulisan bulan dilakukan ulang
25 Komunikasi dan
kode atau logika terjadi penulisan kode
Informatika
program kesalahan)
Dinas
Penanaman
Modal dan
26 tidak ada masalah tidak ada tidak ada
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Kebudayaan,
banyak aplikasi yang
27 Pariwisata, tidak ada tidak ada
tidak terintegrasi
Kepemudaan
dan Olah Raga
mencari waktu
) kesulitan akses yang tidak biasa
Dinas likasi dipakai di k
aplikasi yang dipakai igunakan
28 Perpustakaan Sering
pada waktu untuk
dan Kearsipan
bersamaan mengakses
aplikasi
Dinas
29 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Perdagangan
Satuan Polisi
Pamong Praja
30 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
dan Pemadam
Kebakaran
Rumah Sakit
Koneksi Internet dari Seminggu Lapor kepada
31 Umum Daerah
Kominfo Bermasalah sekali kominfo
Kota Madiun
Memperbaiki
Rumah Sakit teknik insert dan
) Seminggu 2
31 Umum Daerah Data gagal insert rals mengoptimalkan
ali
Kota Madiun kemampuan

jaringan internal
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Frekuensi
Kode Nama Perangkat Solusi
Permasalahan terjadinya
PD Daerah Penanganan
masalah
saat ini
Kecamatan
32 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Manguharjo
Membatalkan
Kecamatan Pengajuan waris verifikasi dan
33 20%
Kartoharjo terverifikasi sendiri mengecek
program
Tidak ada,
Puskesmas Briging server BPJS menunggu dan
34 Jarang
Manguharjo trouble pakai pcare
Puskesmas
35 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Sukosari

Berdasarkan  Tabel 1.19 dapat disimpulkan bahwa
permasalahan aplikasi yang sering dialami oleh Pemerintah Kota
Madiun adalah sebagai berikut:

a. Permasalah data (data tidak bisa diakses setelah disimpan
cukup lama, source data yang diintegrasikan belum dapat
sepenuhnya tercukupi, tarik data terlambat, gagalnya insert,
upload dan sinkronisasi data).

b. Integrasi aplikasi (banyak aplikasi yang belum saling
terintegrasi).

Permasalahan server (server sering down).

d. Aplikasi Error karena kesalahan penulisan kode atau logika
program.

Analisis Gap
Setelah dilakukan analisis kondisi eksisting, maka selanjutnya

dapat dilakukan analisis gap untuk mengetahui perbandingan antara

kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Analisis gap
atau kesenjangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh
aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah pada

Kota Madiun.
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Analisis gap aplikasi ditentukan dengan membandingkan antara
kinerja eksisting Pemerintah Kota Madiun saat ini dengan kondisi
ideal yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik.
Analisis gap aplikasi SPBE dilakukan pemetaan seluruh aplikasi yang
dimiliki pemerintah daerah berdasarkan bidang dan program RPJMD
oleh masing-masing pemerintah daerah. Berikut penjabaran hasil
analisis gap secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.20.

Tabel 1.20 Analisa Gap Aplikasi SPBE

Kode
Nama Perangkat

Perangkat

Daerah
Daerah

Terdapat 6 program RPJMD, 3 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 3

1 Bagian Organisasi
telah

Subkoordinator dan semua

didukung aplikasi

Terdapat 7 program RPJMD, 3 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 3

2 Bagian Hukum
Subkoordinator, 2

Subkoordinator

belum didukung aplikasi

Bagian Pengadaan
Barang / Jasa dan
Administrasi

Pembangunan

Terdapat 2 program RPJMD, 1 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 3
Subkoordinator, 1 Subkoordinator

belum didukung aplikasi

Bagian Perekonomian
4 dan Kesejahteraan
Rakyat

Terdapat 11 program RPJMD, 4
program belum didukung

Memiliki 3

aplikasi.
Subkoordinator, 2
belum

Subkoordinator didukung

aplikasi

S Bagian Umum

Terdapat 3 program RPJMD, seluruh
program telah didukung
Memiliki 2

aplikasi.
Subkoordinator, 1
belum

Subkoordinator didukung

aplikasi

6 Bagian Pemerintahan

Terdapat 8 program RPJMD, 4 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 3
Subkoordinator, 2 Subkoordinator

belum didukung aplikasi

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terdapat 7 program RPJMD, 3 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 1
Subkoordinator dan telah didukung
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Nama Perangkat

Daerah

aplikasi dan 3 Seksi yang belum
didukung aplikasi
Badan Perencanaan, Terdapat 4 program RPJMD dan belum
8 Penelitian dan didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, 3
Pengembangan Daerah | Bidang belum didukung aplikasi
Terdapat 11 program RPJMD, 2
° Badan Keuangan dan program belum didukung aplikasi.
Aset Daerah Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang
sudah didukung aplikasi
Terdapat 8 program RPJMD, 1 program
10 Badan Pendapatan belum didukung aplikasi. Memiliki 3
Daerah Bidang, 1 Bidang belum didukung
aplikasi
Terdapat 12 program RPJMD, 7
Badan Kepegawaian
program belum didukung aplikasi.
11 dan Pengembangan
Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum
Sumber Daya Manusia
didukung aplikasi
Terdapat 11 program RPJMD, 7
19 Badan Kesatuan program belum didukung aplikasi.
Bangsa dan Politik Memiliki 4 Bidang, 2 Bidang belum
didukung aplikasi
Terdapat 10 program RPJMD, 4
program belum didukung aplikasi.
13 Inspektorat Daerah
Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang
sudah didukung aplikasi
Terdapat 7 program RPJMD, 2 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 3
14 Sekretariat DPRD
Bidang, 1 Bidang belum didukung
aplikasi
Dinas Kesehatan, Terdapat 17 program RPJMD, 3
Is Pengendalian program belum didukung aplikasi.
Penduduk dan Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang
Keluarga Berencana sudah didukung aplikasi
Terdapat 19 program RPJMD, 13
Dinas Pekerjaan
program belum didukung aplikasi.
16 Umum dan Penataan
Memiliki 5 Bidang, 2 Bidang belum
Ruang
didukung aplikasi
Terdapat 14 program RPJMD, 8
Dinas Perumahan
program belum didukung aplikasi.
17 Rakyat dan Kawasan
Memiliki 3 Bidang, 2 Bidang belum
Permukiman
didukung aplikasi
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Nama Perangkat

Daerah

Dinas Sosial, Terdapat 19 program RPJMD, 9
18 Pemberdayaan program belum didukung aplikasi.
Perempuan dan Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang
Perlindungan Anak sudah didukung aplikasi
Terdapat 20 program RPJMD, 12
Dinas Tenaga Kerja,
program belum didukung aplikasi.
19 Koperasi Usaha Kecil
Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang
Dan Menengah
sudah didukung aplikasi
Terdapat 12 program RPJMD, 5
program belum didukung aplikasi.
20 Dinas Pendidikan
Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum
didukung aplikasi
Terdapat 21 program RPJMD, 17
21 Dinas Ketahanan program belum didukung aplikasi.
Pangan dan Pertanian Memiliki 4 Bidang, 3 Bidang belum
didukung aplikasi
Terdapat 17 program RPJMD, 11
29 Dinas Lingkungan program belum didukung aplikasi.
Hidup Memiliki 4 Bidang, 2 Bidang belum
didukung aplikasi
Terdapat 11 program RPJMD, 1
23 Dinas Kependudukan program belum didukung aplikasi.
dan Pencatatan Sipil Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum
didukung aplikasi
Terdapat 8 program RPJMD, 3 program
belum didukung aplikasi. Memiliki 3
24 Dinas Perhubungan
Bidang, seluruh Bidang sudah
didukung aplikasi
Terdapat 13 program RPJMD, 3
25 Dinas Komunikasi dan | program belum didukung aplikasi.
Informatika Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang
sudah didukung aplikasi
) Terdapat 15 program RPJMD, 4
Dinas Penanaman
program belum didukung aplikasi.
26 Modal dan Pelayanan
Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang
Terpadu Satu Pintu . i )
sudah didukung aplikasi
Dinas Kebudayaan, Terdapat 16 program RPJMD, 12
o7 Pariwisata, program belum didukung aplikasi.
Kepemudaan dan Olah | Memiliki 4 Bidang, 3 Bidang belum
Raga didukung aplikasi
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Kode
Nama Perangkat

Perangkat

Daerah
Daerah

Terdapat 11 program RPJMD, 2
28 Dinas Perpustakaan program belum didukung aplikasi.
dan Kearsipan Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang

sudah didukung aplikasi

Terdapat 13 program RPJMD, 6
program belum didukung aplikasi.
29 Dinas Perdagangan
Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum

didukung aplikasi

Terdapat 11 program RPJMD, 5
Satuan Polisi Pamong
program belum didukung aplikasi.
30 Praja dan Pemadam
Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang
Kebakaran
sudah didukung aplikasi

Terdapat 6 program RPJMD, 3 program
31 Rumah Sakit Umum belum didukung aplikasi. Memiliki 4
Daerah Kota Madiun Bidang, seluruh Bidang sudah

didukung aplikasi

Terdapat 13 program RPJMD, 8

program belum didukung aplikasi.
Kecamatan
32 Memiliki 1 Bidang dan 4 Seksi, hanya
Manguharjo
Bidang Sekretariat yang didukung

aplikasi

Terdapat 13 program RPJMD, 7
program belum didukung aplikasi.
33 Kecamatan Kartoharjo
Memiliki 1 Bidang dan 4 Seksi, Bidang

dan 1 Seksi sudah didukung aplikasi

Tidak memiliki program RPJMD karena

di bawah naungan Dinas Kesehatan.
Puskesmas
34 Menggunakan aplikasi dari Daerah,
Manguharjo
Pusat dan Dinas Kesehatan saja, tidak

memiliki aplikasi mandiri

Tidak memiliki program RPJMD karena
di bawah naungan Dinas Kesehatan.
35 Puskesmas Sukosari Menggunakan aplikasi dari Daerah,
Pusat dan Dinas Kesehatan saja, tidak

memiliki aplikasi mandiri

Berdasarkan analisis GAP tersebut didapatkan bahwa seluruh
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Madiun untuk Bidang dan

Program RPJMD belum secara keseluruhan telah didukung aplikasi.
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Perangkat Daerah yang seluruh Bidang nya sudah didukung aplikasi

diantaranya sebagai berikut:

a. Bagian Organisasi;

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

C. Inspektorat Daerah;

d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

f. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

g. Dinas Perhubungan;

h. Dinas Komunikasi dan Informatika;

i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

j- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;dan

k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk Perangkat Daerah yang seluruh Program RPJMD yang
diampu sudah didukung aplikasi adalah Bagian Umum, dan untuk
Perangkat Daerah yang seluruh Program RPJMD yang diampu belum
didukung aplikasi adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP
Subtansi 1.7 menjelaskan terkait kondisi eksisting infrastruktur

SPBE pada Pemerintah Kota Madiun saat ini dan Analisis GAP
terhadap kondisi Infrastruktur SPBE ideal yang ingin dicapai.
Penjelasan dimulai dari pengertian Infrastruktur SPBE yang didukung
dengan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Kondisi Eksisting
Infrastruktur SPBE, dan Permasalahan Infrastruktur serta Penjelasan
dari hasil Analisis GAP antara kondisi eksisting dengan kondisi yang
akan dicapai Pemerintah Kota Madiun. Hal ini dapat digunakan untuk
menemukan strategi pembangunan infrastruktur SPBE yang tepat
dan baik selama 5 (lima) tahun mendatang.
Pengertian Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
SPBE, Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat
lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk

menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
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penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat
elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas
2 (dua) yaitu Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra
Pemerintah adalah  jaringan  interkoneksi tertutup yang
menghubungkan antar jaringan Pemerintah Daerah. Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat integrasi yang
terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
antar Pemerintah Daerah.
Referensi Arsitektur Infrastruktur
Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) digunakan sebagai acuan
dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang
direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE.
Tujuannya adalah untuk memberikan dasar dalam
mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Informasi ini diperlukan dalam
mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara
berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan
utilitasnya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara
terpadu serta efektif dan efisien. Beberapa prinsip yang digunakan
dalam penyusunan adalah:
1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan
masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2) Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur TIK;
3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan,
aksesibilitas, dan pelaporan;
4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
S5) Berbasis standar umum (open standard); dan
6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui
hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.
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Struktur Refrensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

. . SPBE Nasional
‘ Tingkat 1 (Domain Infrastruktur)

3

{Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur) 1

[Tingkat 2 (Area Infrastruktur)

Gambar 1.26 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

RAI berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah
menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur
TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan
infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.
Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas yaitu:

1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain
sebagai RAI tingkat 1 (pertama); dan

2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area
sesuai dengan masing-masing domain arsitekturnya sebagai RAI
tingkat 2 ( kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan di tingkat bawahnya, akan

dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

Metadata Infrastruktur SPBE

Metadata arsitektur infrastruktur SPBE merupakan metadata
yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur
infrastruktur SPBE dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi,
dan fasilitas komputasi. Dalam penggunaannya, ketiga entitas
metadata arsitektur infrastruktur SPBE saling terkait satu sama lain
sehingga menyebabkan terjadi hubungan internal dalam metadata
arsitektur infrastruktur ini, untuk itu entitas ini perlu dilakukan
dekomposisi, dengan atribut pada setiap komponen infrastruktur
SPBE.

Tabel 1.21.1 dan Tabel 1.21.7 merupakan penjabaran atribut
yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata
infrastruktur SPBE.

Tabel 1.21.1 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas

metadata
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No. ‘ Nama Atribut ‘ Keterangan
Nama Fasilitas Merupakan nama fasilitas komputasi
Kode Model Merupakan kode model referensi SPBE
Referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4 Bandwidth Intranet | Merupakan jumlah bandwidth internet
yang tersedia selama 1 tahun
5 Bandwidth Internet | Merupakan jumlah bandwidth internet
yang tersedia selama 1 tahun
Lokasi Merupakan lokasi dari fasilitas
Kepemilikan Merupakan unit pemilik dari fasilitas
Unit Kerja Merupakan unit kerja/perangkat daerah
Penanggung Jawab | yang bertanggung jawab atas fasilitas
9 Klasifikasi Tier Merupakan klasifikasi tier fasilitas
Fasilitas
10 Sistem Merupakan tipe pengaman fasilitas
Pengamanan
Fasilitas
11 ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 1.21.2 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah
No. ‘ Nama Atribut ‘ Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
2 | Nama Jaringan Merupakan nama jaringan intra pemerintah
3 | Deskripsi Jaringan | Merupakan penjelasan dari jaringan
4 | Jenis Jaringan Merupakan jenis jaringan yang digunakan
S | Kepemilikan Merupakan pemilik dari jaringan
6 | Nama Pemilik Merupakan nama dari pemilik jaringan
7 | Unit Kerja Merupakan wunit kerja/perangkat daerah
Pengelola Jaringan | pengelola jaringan
Bandwidth Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
Tipe Media Merupakan tipe dari media jaringan
Jaringan
10 | Media Lainnya Merupakan tipe dari media jaringan
11 | ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.3 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.

Nama Atribut

Keterangan

ID

Merupakan nomor unik sebagai identitas
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No. ‘ Nama Atribut ‘ Keterangan
metadata
2 | Nama Sistem Nama sistem penghubung yang digunakan
Penghubung atau dimiliki
3 | Deskripsi Sistem Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang
Penghubung digunakan
4 | Jenis Sistem Jenis sistem penghubung yang digunakan
Penghubung (Sistem penghubung pemerintah / Sistem
penghubung non pemerintah)
S | Kepemilikan Status kepemilikan dari sistem penghubung
yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak
Ketiga
6 | Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan,
diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain
milik sendiri
7 | Nama Jaringan Nama jaringan intra yang digunakan oleh
Intra yang sistem penghubung, pilihan jaringan intra
Digunakan didapat dari metadata jaringan intra
8 | Aplikasi yang Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem
Dihubungkan penghubung, pilihan aplikasi didapat dari
metadata aplikasi
9 | ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No. ‘ Nama Atribut

Keterangan

1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
2 | Nama Data Storage | Nama dari data storage yang digunakan
3 | Deskripsi Data Berisi deskripsi dari data storage yang
Storage digunakan
4 | Data yang Data yang disimpan pada media penyimpanan
Digunakan data, pilihan data yang digunakan didapat dari
metadata data
S5 | Status Kepemilikan | Status kepemilikan dari data storage yang

digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak
Ketiga)
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No. ‘ Nama Atribut ‘ Keterangan

6 | Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan,
diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain
milik sendiri

7 | Unit Pengelola Data | Unit pengelola data storage yang digunakan

Storage

8 | Lokasi Data Storage | Lokasi dari data storage yang digunakan,
pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas

9 | Perangkat Lunak Perangkat lunak yang digunakan oleh data

yang Digunakan storage, pilihan perangkat lunak didapat dari
metadata perangkat lunak
10 | Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada data
Penyimpanan storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam
Gigabyte (GB)
11 | Metode Akses Data | Metode akses data sharing yang digunakan
Sharing pada data storage (Direct Attached Storage/DAS
atau Network Attached Storage/NAS)
12 | ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 1.21.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Server
No. ‘ Nama Atribut ‘ Keterangan
1 | ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
Nama Server Nama dari perangkat server yang digunakan
Deskripsi Server Berisi deskripsi dari perangkat server yang
digunakan

4 | Jenis Penggunaan Jenis penggunaan dari server yang digunakan,

Server jenis penggunaan tersebut a.l.. Web Server;
Mail Server; Aplikasi; Database; File Server;
Active Directory, keamanan informasi

S | Status Kepemilikan | Status  kepemilikan dari server yang
digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik
Pihak Ketiga)

6 | Nama Pemilik Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika
pilihan pada status kepemilikan selain milik
sendiri

7 | Unit Pengelola Unit pengelola server yang digunakan

Server
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No. ‘ Nama Atribut Keterangan
8 | Lokasi Perangkat Lokasi dari perangkat server yang digunakan,
Keras Server pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9 | Perangkat Lunak Perangkat lunak yang digunakan oleh server,
yang Digunakan pilihan perangkat lunak didapat dari metadata
perangkat lunak
10 | Kapasitas Memori Kapasitas memori atau Random Access
Memory (RAM) yang digunakan oleh server,
satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB)
11 | Jenis Teknologi Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh
Prosesor server, a.l.: High End, Mid End, Low End
12 | Jumlah Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada server,
Penyimpanan satuan  kapasitas  penyimpanan = dalam
Gigabyte (GB)
13 | Teknik Teknik penyimpanan yang digunakan pada
Penyimpanan server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-
RAID
14 | ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 1.21.6 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform
No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
2 | Nama Perangkat Nama Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak
3 | Deskripsi Penjelasan dari Perangkat Lunak yang
Perangkat Lunak digunakan
4 | Tipe Perangkat Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak (Sistem Operasi , Sistem Utilitas, atau Sistem
Database)
5 | Jenis Sistem (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS,
Operasi (jika atau Lainnya)
pilihan adalah 1
pada No.3)
6 | Jenis Sistem (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS,
Utilitas (jika pilihan | atau Lainnya)
adalah 2 pada No.
3)
7 | Jenis Sistem (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS,
Database (jika atau Lainnya)
pilihan adalah 3
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No. Nama Atribut Keterangan
pada No. 3)
8 | Jenis lisensi Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang
digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi

Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)

Nama Pemilik

Lisensi

Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak

Validitas Lisensi

Perangkat Lunak

Penjelasan validitas dari lisensi perangkat

lunak yang digunakan

ID metadata terkait

Mengacu kepada metadata SPBE terkait

No. ‘ Nama Atribut

Tabel 1.21.7 Atribut Metadata Komputasi Awan

Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
2 | Nama Government Nama Government Cloud yang digunakan
Cloud

3 | Deskripsi Penjelasan dari Government Cloud yang
Government Cloud digunakan

4 | Tipe Government Jenis dari Government Cloud yang digunakan
Cloud (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
S | Status Kepemilikan | Status kepemilikan dari Government Cloud
yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik
Pihak Ketiga)
6 | Nama Pemilik Nama pemilik Government Cloud yang
digunakan, diisi jika pilihan pada status
kepemilikan selain milik sendiri.
7 | Biaya Layanan Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk
layanan Government Cloud
8 | Unit Pengembang Unit yang melakukan pembangunan dan
Government Cloud pengembangan Government Cloud

9 | Unit Operasional Unit operasional Government Cloud yang
Government Cloud digunakan

10 | Jangka Waktu | Periode penggunaan layanan Government
Pelayanan Cloud

11 | ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait

1.7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan jaringan
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interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra
instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar
simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi
ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan bandwidth yang
terdapat pada Pemerintah Kota Madiun.

Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada
di Pemerintah Kota Madiun sudah cukup baik dalam penerapannya.
Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah
terpusat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah
Kota Madiun telah menerapkan Fiber Optik (FO) dalam integrasi
jaringan yang digunakan, keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah
dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Keseluruhan data eksisting terkait infrastruktur jaringan
didapatkan dari proses pelaksanaan survei lapangan berdasarkan
dengan kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh
seluruh PD di Pemerintah Kota Madiun. Penjabaran kondisi eksisting
jaringan intra pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Madiun akan
dijelaskan pada subbab dibawah ini.

Ketersediaan Topologi Jaringan

Jaringan intra pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
Madiun sudah menghubungkan seluruh Perangkat Daerah yang ada.
Pengelolaan jaringan intra pemerintah dilakukan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika dimana seluruh Perangkat Daerah
terhubung menggunakan jaringan fiber optic dengan menggunakan
core yang cukup besar.

Namun persebaran jaringan intra pemerintah yang sudah baik
dan merata, belum didukung dengan adanya dokumentasi dalam
bentuk topologi jaringan. Kondisi ini dapat mempengaruhi penilaian
dan monitoring Indeks SPBE yang dilakukan setiap tahun pada
indikator 17. Dimana bukti dukung yang digunakan adalah jaringan
topologi yang menggambarkan hubungan seluruh Perangkat Daerah

dalam satu jaringan intra pemerintah.
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1.7.4.2 Ketersediaan Bandwidth

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari

pengumpulan data survei yang dilakukan sebelumnya, diperoleh data

terkait dengan ketersediaan bandwidth yang ada di Pemerintah Kota

Madiun. Seluruh Jaringan Intra Pemerintah telah terpusat pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dimana seluruh

bandwidth pada masing-masing Perangkat Daerah telah disediakan

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Ketersedian

bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun yaitu saat

ini menggunakan 2 (dua) media yang digunakan untuk distribusi

Jaringan intra pemerintah antara lain yaitu menggunakan Kabel
Fiber Optik dan Nirkabel (Wireless). Detail Ketersediaan Bandwidth
ditampilkan pada Tabel 1.22.

Tabel 1.22 Eksisting Ketersediaan Akses Internet (Bandwidth)

Kode
Perangkat

Daerah

Nama Perangkat

Daerah

Nama Jaringan

Bandwidth

Tipe
Media

jaringan

Jaringan FO
1 Bagian Organisasi 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Jaringan FO
2 Bagian Hukum 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Bagian Pengadaan
Barang / Jasa dan Jaringan FO
3 40 Mbps Kabel
Administrasi DISKOMINFO
Pembangunan
Bagian Perekonomian
Jaringan FO KOMINF
4 dan Kesejahteraan 40 Mbps
DISKOMINFO 0]
Rakyat
Jaringan FO
S Bagian Umum 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Jaringan FO
6 Bagian Pemerintahan 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Badan Kabel
7 Penanggulangan Pecel-Land 40 Mbps dan
Bencana Daerah Nirkabel
Badan Perencanaan,
Penelitian dan Jaringan FO
8 40 Mbps Nirkabel
Pengembangan DISKOMINFO
Daerah
Badan Keuangan dan
9 Intranet 40 Mbps Kabel
Aset Daerah
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Nama Perangkat

Daerah

Badan Pendapatan

Nama Jaringan

Jaringan FO

Bandwidth

Tipe
Media

jaringan

10 40 Mbps Kabel
Daerah DISKOMINFO
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Jaringan FO
11 40 Mbps Nirkabel
Sumber Daya DISKOMINFO
Manusia
Kabel
Badan Kesatuan Jaringan FO
12 40 Mbps dan
Bangsa dan Politik DISKOMINFO
Nirkabel
Jaringan FO
13 Inspektorat Daerah 40 Mbps Nirkabel
DISKOMINFO
Jaringan FO
14 Sekretariat DPRD 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
15 Telkom 40 Mbps Kabel
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pekerjaan
Jaringan FO
16 Umum dan Penataan 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Ruang
Dinas Perumahan
Jaringan FO
17 Rakyat dan Kawasan 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Permukiman
Dinas Sosial,
Jaringan
Pemberdayaan
18 internet/intra 40 Mbps Nirkabel
Perempuan dan
kota madiun
Perlindungan Anak
Dinas Tenaga Kerja,
Jaringan FO
19 Koperasi Usaha Kecil 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Dan Menengah
Jaringan FO
20 Dinas Pendidikan 40 Mbps Nirkabel
DISKOMINFO
Dinas Ketahanan
Jaringan FO
21 Pangan dan 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Pertanian
Dinas Lingkungan Jaringan FO
22 40 Mbps Kabel
Hidup DISKOMINFO
Dinas Kependudukan | Jarkomdat
23 40 Mbps Kabel FO
dan Pencatatan Sipil | Kemendagri
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Kode Tipe
Nama Perangkat
Perangkat Nama Jaringan Bandwidth Media
Daerah
Daerah jaringan
Jarkomdat
24 Dinas Perhubungan Internal Pemkot 40 Mbps Kabel FO
Madiun
Dinas Komunikasi Jaringan FO Nirkabel,
25 40 Mbps
dan Informatika DISKOMINFO Kabel
Dinas Penanaman
Jaringan FO
26 Modal dan Pelayanan 40 Mbps Kabel
DISKOMINFO
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Jaringan FO
27 40 Mbps Kabel
Kepemudaan dan DISKOMINFO
Olah Raga
Dinas Perpustakaan Jaringan FO
28 40 Mbps Nirkabel
dan Kearsipan DISKOMINFO
29 Dinas Perdagangan - 10 Mbps -
Satuan Polisi Pamong
Tidak
30 Praja dan Pemadam Tidak Ada 40 Mbps Ad
a
Kebakaran
Rumah Sakit Umum | Jaringan FO
31 40 Mbps Kabel
Daerah Kota Madiun | DISKOMINFO
Kecamatan Jaringan FO
32 40 Mbps Kabel
Manguharjo DISKOMINFO
Kecamatan Jaringan FO
33 20 Mbps Kabel
Kartoharjo DISKOMINFO
Puskesmas Jaringan FO KOMINF
34 20 Mbps
Manguharjo DISKOMINFO 0]
35 Puskesmas Sukosari | Peceland 20 Mbps Wifi

Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,
Ruang Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk
keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan
pemulihan data. Kondisi Eksisting terkait Ruang Server yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Madiun saat ini telah menerapkan Pemusatan
Data Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang server yang

dimiliki saat ini dan terdapat beberapa PD yang telah meletakkan
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pada Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server
yang dititipkan oleh PD serta telah dilengkapi dengan adanya
standar keamanan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan
Informasi yang diterapkan pada ruang server. Penjelasan secara
detail terkait dengan Daftar server dan Aspek pusat data akan
dijelaskan pada sub bab dibawah ini.
Daftar Server

Berdasarkan dengan kondisi eksisting terkait dengan data
server yang ada pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa
daftar server yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa Perangkat
Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Dari
hasil pengumpulan data survei yang dilakukan pada Pemerintah Kota
Madiun terdapat 29 (dua puluh sembilan) Server yang dimiliki oleh 7
(tujuh) Perangkat Daerah. Detail penjabaran daftar server yang

dimiliki oleh pemerintah Kota Madiun ditampilkan pada Tabel 1.23.

Tabel 1.23 Eksisting Ketersedian Server Kota Madiun

Lokasi
Jenis Status
Nama PD Nama Server Deskripsi perangkat
penggunaan kepemilikan
keras
Badan I
Aplikasi, Internal
10 Pendapatan Server Sismiop | Server Mysql Internal
Database Bapenda
Daerah
Dinas
Kesehatan,
Pengendalian Pusat Data
15 Sikda Sikda Database Internal Pd
Penduduk Dan Dinkominfo
Keluarga
Berencana
Dinas
Kependudukan Server Proxy Disdukcapil
Server Proxy
23 Dan Siak Proxy Server | (Hibah Disdukcapil
Siak Terpusat
Pencatatan Terpusat Bkpsdm)
Sipil
Dinas Disdukcapil
Kependudukan Server (Hibah
Server Aplikasi Server
23 | Dan Aplikasi Siak o Kemendagri Disdukcapil
Siak Aplikasi
Pencatatan Terdistribusi Ditjen
Sipil Dukcapil)
Dinas Disdukcapil
Kependudukan | Server Server (Hibah
Server
23 Dan Biometrik Ktp- | Database Kemendagri Disdukcapil
Database
Pencatatan El Ktp-El Ditjen
Sipil Dukecapil)
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Lokasi
Jenis Status
Nama Server Deskripsi perangkat
penggunaan kepemilikan
Dinas
Server
Kependudukan | Server
Database Server
23 Dan Database Siak Disdukcapil Disdukcapil
Siak Database
Pencatatan Terdistribusi
Terdistribusi
Sipil
Dinas
Kependudukan Server DWH
Server
23 Dan Server DWH Pemanfaatan Disdukcapil Disdukcapil
Aplikasi
Pencatatan Data
Sipil
Dinas
Kependudukan Server Arsip
Server
23 Dan Server Arsip Siak Disdukcapil Disdukcapil
Storage
Pencatatan Terdistribusi
Sipil
Web Server
Dan Web Server
Dinas Database Dan
24 Server Sim Pkb Internal Pd Internal Pd
Perhubungan Server Database
Berbasis Os Server
Linux
Dinas Menyimpan .
24 Server CCTV File Server Internal PD Internal PD
Perhubungan Data CCTV
File Server,
Dinas )
24 Server ETLE Foto Foto File Server Internal Internal PD
Perhubungan
Tilang
Dinas Server Untuk
Komunikasi Srv-Sik-Bkd- Aplikasi Sik Pusat Data
25 Aplikasi Internal Pd
Dan Baru Milik Diskominfo
Informatika Bkpsdm
Dinas
Komunikasi Kumpulan Pusat Data
25 Srv-Proumkm File Server Internal Pd
Dan Aplikasi Diskominfo
Informatika
Dinas
Komunikasi Srv-Api- Srv-Api- Pusat Data
25 Aplikasi Internal Pd
Dan Ekinerja Ekinerja Diskominfo
Informatika
Dinas
Komunikasi Pusat Data
25 Srv-Apisipd Srv-Apisipd Aplikasi Internal Pd
Dan Diskominfo
Informatika
Dinas
Web Server
Komunikasi Srv- Pusat Data
25 Aplikasi Web Server Internal Pd
Dan App_Kominfo Diskominfo
Kominfo
Informatika
Dinas
Komunikasi Server Coba o Pusat Data
25 Srv-Apps Aplikast Internal Pd
Dan Aplikasi Diskominfo
Informatika
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Lokasi
Jenis Status
Nama Server Deskripsi perangkat
penggunaan kepemilikan
Dinas
Komunikasi Srv-Db- Srv-Db- Pusat Data
25 Database Internal Pd
Dan Ekinerja Ekinerja Diskominfo
Informatika
Dinas
Srv-
Komunikasi Server Web o Pusat Data
25 Web_Madiunto Aplikasi Internal Pd
Dan Madiuntoday Diskominfo
day
Informatika
Dinas
Server Yang
Komunikasi Pusat Data
25 Srv-Webbaru Berisi Web Web Server Internal Pd
Dan Diskominfo
Pd
Informatika
Dinas
Server Untuk
Komunikasi Srv-Smartcity- Pusat Data
25 Web Web Server Internal Pd
Dan Baru Diskominfo
Smartcity
Informatika
Dinas Server Untuk
Komunikasi Srv-Esurat- Aplikasi E- o Pusat Data
25 Aplikasi Internal Pd
Dan Baru Surat Kota Diskominfo
Informatika Madiun
Dinas
Server Untuk
Komunikasi . Pusat Data
25 Srv-Zimbral Mail.Madiun Mail Server Internal Pd
Dan Diskominfo
kota.Go.Id
Informatika
Server Untuk
Menyimpan
Database
Rumah Sakit Server
Yang
31 Umum Daerah Database Sim- Database Internal Pd Internal Pd
Digunakan
Kota Madiun Rs
Untuk Untuk
Aplikasi
Sim-Rs
Server Untuk
Rumah Sakit Menyimpan
Server Aplikasi
31 Umum Daerah Sim.R Source Code Web Server Internal Pd Internal Pd
im-Rs
Kota Madiun Aplikasi
Sim-Rs
Server Yang
Berisi
Aplikasi (Web
Server Dan
Database)
Pendukung
Rumah Sakit Server Aplikasi
Diluar Bidang
31 Umum Daerah Pendukung Aplikasi Internal Pd Internal Pd
Pelayanan,
Kota Madiun Administrasi
Seperti
Aplikasi
Pendukung
Bidang
Kepegawaian,

Bidang
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Lokasi

Jenis Status

perangkat

Nama Server Deskripsi

penggunaan kepemilikan

Keuangan DIl

Server Yang
Berisi
Aplikasi
(Web Server

Server Aplikasi | Dan

Rumah Sakit
Database)

Pendukung

Pendukung o
31 Umum Daerah Aplikasi Internal Pd Internal Pd
Pelayanan
Kota Madiun
Lainnya Bidang
Pelayanan
Selain
Aplikasi

Sim-Rs

Server Yang
Berisi
Aplikasi
(Web Server

Server Aplikasi | Dan

Rumah Sakit
Database)

Pendukung

Pendukung . .
31 Umum Daerah Aplikasi Internal Pd Internal Pd
Pelayanan
Kota Madiun
Lainnya (2) Bidang
Pelayanan
Selain
Aplikasi

Sim-Rs

31

Rumah Sakit
Umum Daerah

Kota Madiun

Server
Http://Rsud.
Madiunkota.
Go.Id/

Server Untuk
Aplikasi Web
Profile Rsud

Kota Madiun

Aplikasi
(Web Dan
Database)

Dinkominfo

Pusat Data

Dinkominfo

1.7.5.2 Aspek Pusat Data
Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,
Pusat Data atau Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang
digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen
terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data, dan pemulihan data. Tolok ukur kelayakan atau
kesiapan sebuah ruang server dalam memenuhi fungsinya salah

satunya adalah Aspek pusat data. Terutama apabila ruang server
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tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau
pemusatan pusat data pemerintah daerah.

Aspek ruang server perlu diperhatikan sebagaimana yang telah
dijelaskan pada TIA-942 untuk standar yang baik dalam
pembuatan serta pemusatan data pada Ruang Server. Berikut
merupakan detail penerapan aspek pusat data yang ada pada

beberapa PD yang ditampilkan pada Tabel 1.24.

Tabel 1.24 Kondisi Eksisting Aspek Ruang Server
Kode

Aspek Pusat Data yang

Perangkat Nama Perangkat Daerah
dimiliki
Daerah

Ruangan khusus untuk
memonitoring server
Raised floor

UPS

Cooling system

Cadangan listrik (power

backup)

10 Badan Pendapatan Daerah | AC

Pendeteksi asap

Pendeteksi api

Labelling kabel
CCTV

Terdapat standar keamanan
yang digunakan pada pusat
data

Ruangan khusus untuk
memonitoring server

UPS

Pengamanan sebelum
Dinas Kependudukan dan .
memasuki pusat data

23 Pencatatan Sipil
Cadangan listrik (power

backup)
AC

Master sleve AC

Pendeteksi asap
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Kode
Aspek Pusat Data yang

dimiliki

Perangkat Nama Perangkat Daerah

Daerah

Pendeteksi api
Labelling kabel
CCTV

Terdapat standar keamanan
yang digunakan pada pusat
data

Ruangan khusus untuk

memonitoring server

UPS

Cooling system

Cadangan listrik (power
24 Dinas Perhubungan chkup)

Master sleve AC
Labelling kabel
CCTV

Terdapat standar keamanan
yang digunakan pada pusat
data

Pintu masuk lebih dari satu

Ruangan khusus untuk
memonitoring server

Raised floor

UPS

Cooling system

Pengamanan sebelum
Dinas Komunikasi dan .
memasuki pusat data

25 Informatika
Cadangan listrik (power

backup)
AC

Master sleve AC

Pendeteksi asap

Pendeteksi api
Labelling kabel
CCTV

Terdapat standar keamanan
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Kode
Perangkat Nama Perangkat Daerah

Daerah

yang digunakan pada pusat

Aspek Pusat Data yang

dimiliki

data

Satuan Polisi Pamong
30 Praja dan Pemadam

Kebakaran

Pengamanan sebelum

memasuki pusat data

AC

CCTV

Terdapat standar keamanan
yang digunakan pada pusat
data

Pengamanan sebelum

memasuki pusat data

AC

CCTV

Terdapat standar keamanan
yang digunakan pada pusat
data

31 Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Madiun

Raised floor

UPS

Cooling system

Pengamanan sebelum

memasuki pusat data

Cadangan listrik (power

backup)

AC

CCTV

Terdapat standar keamanan
yang digunakan pada pusat
data

Komputasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur

SPBE pada sub domain Infrastruktur disebutkan bahwa komputasi

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komputasi awan dan fasilitas

komputasi. Komputasi awan yang berfokus pada penggunaan
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perangkat lunak pada sistem cloud. Sedangkan fasilitas komputasi
lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih komplek seperti
halnya cloud computing ataupun pemrosesan sebuah program dengan
sistem cloud.

Komputasi Awan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur
SPBE, Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara
lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan
infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem Infrastructure as a
Services (laaS), Platform as a Services (PaaS), dan Software as a
Services (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah
menggunakan Big Data as a Services (BdaaS), serta didukung aspek
keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan Security as a
Services (SecaaS).

Salah satu yang sering ditemukan dan paling populer adalah
Google Drive, yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan
tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya. Detail
penerapan penggunaan Komputasi Awan pada Pemerintah Kota

Madiun ditampilkan pada Gambar 1.27.

KOMPUTASI AWAN

B PD yang telah
menggunakan

PD belum menggunakan

Gambar 1.27 Penggunaan Komputasi Awan

Berdasarkan Gambar 1.2.7 dari hasil pengumpulan data survei
terkait dengan kondisi eksisting terdapat data penggunaan Komputasi
Awan pada lingkungan Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu 7
(Tujuh) PD atau sebesar 20% telah menerapkan penggunaan
Komputasi Awan berupa Google Drive dan 28 (Dua Puluh Delapan)
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menggunakan

komputasi
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(delapan puluh persen)

Berikut

awarn.

merupakan

yang belum

detail

penggunaan Komputasi Awan yang ditampilkan pada Tabel 1.24.

Kode

Perangkat

Daerah

Tabel 1.24 Kondisi Eksisting Komputasi Awan

Nama
Perangkat

Daerah

Nama

Government

Deskripsi

Government

Tipe
Status
Government

Kepemilikan
Cloud

Nama Pemilik

Badan Badan
Perencanaan, Perencanaan,
) Penyimpana
8 Penelitian dan Google Drive b Cloud Instansi Penelitian dan
n Data
Pengembanga Pengembangan
n Daerah Daerah
Inspektorat ) Penyimpana )
13 Google Drive Cloud Instansi Inspektorat
Daerah n Data
Dinas Sarana Dinas
Perumahan Google Drive untuk Perumahan
17 Rakyat dan Resmi PD mengatur Resmi Mllik PD Rakyat dan
Kawasan internal kebutuhan Kawasan
Permukiman Internal PD Permukiman
Penyimpana ) )
Masing-masing
Dinas ) n data untuk
20 Google Drive - pemilik akun -
Pendidikan pemilik akun
google
google
Dinas
Penanaman
Modal dan ) penyimpana
26 Google drive Cloud Sewa Google
Pelayanan n sementara
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
29 Google Drive | Google Drive Cloud PD Google Drive
Perdagangan
Rumah Sakit
. RSUD Kota RSUD Kota
31 Umum Daerah | Google Drive | Data Sharing | FREE
Madiun Madiun
Kota Madiun

1.7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur

SPBE fasilitas komputasi awan berupa pusat data nasional, pusat

data komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas

komputasi ini berupa fasilitas komputasi milik IPPD yang telah
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terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Dalam  ruang
lingkup daerah, pusat data ini dapat diwakilkan dengan ruang server,
sedangkan untuk pusat komputasi kendali dapat berupa command
center.

Pemanfaatan pusat komputasi lebih membutuhkan sumber
daya yang tidak sedikit, sehingga tidak banyak yang menerapkan
untuk tingkat PD. Namun kelebihan dari fasilitas komputasi yang
memadai salah satunya adalah bisa digunakan secara berbagi dengan
PD lain seperti penggunaan Google Drive, Onedrive dan Owncloud.
Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting,
PD yang terdapat pada Kota Madiun hingga saat ini terkait penerapan
komputasi awan belum menyeluruh menerapkan dan hanya
terdapat beberapa PD yang telah menggunakan dan menerapkan
Fasilitas Komputasi.

Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi atau
penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan. Sistem
penghubung layanan memiliki tujuan untuk mempermudah dalam
melakukan integrasi layanan yang telah didukung dengan aplikasi.
Sistem penghubung layanan dapat direalisasikan dalam bentuk Web
Service, API (point to point maupun gateway), dan database. Dari hasil
pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting,
Pemerintah Kota Madiun belum menerapkan Sistem Penghubung
Layanan secara terpusat. Pemerintah Kota Madiun saat ini telah
menerapkan beberapa Penghubung Layanan yang dibangun sendiri
dan digunakan pada beberapa Perangkat Daerah yaitu terdapat
15 Perangkat Daerah yang menggunakan Penghubung layanan
dengan memanfaatkan Web API dan Web Service. Berikut merupakan
detail sistem penghubung layanan yang ditampilkan pada Lampiran
7.5.

Perangkat Keras dan Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua
perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi

penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi



1.7.8.1

- 132 -

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
Pengklasifikasian infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) jenis
yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat Keras terdiri
dari perangkat keras utama, perangkat keras peripheral, perangkat
jaringan dan perangkat media penyimpanan. Sedangkan perangkat
lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang
digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE
pada Pemerintah Kota Madiun. Ketersediaan perangkat keras dan
perangkat lunak didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan
pada masing-masing PD pada Pemerintah Kota Madiun.
Ketersediaan Perangkat Keras
Ketersediaan perangkat keras pada Pemerintah Kota Madiun
digunakan untuk menunjang dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Ketersediaan Perangkat Keras dibedakan menjadi 4 poin pembahasan
yaitu Perangkat Keras Utama, Perangkat Keras Periferal, Perangkat
Jaringan, dan Perangkat Media Penyimpanan. Sebagai berikut
penjelasan detail terkait macam-macam perangkat keras:
1. Perangkat Keras Utama
Perangkat keras utama adalah perangkat keras yang
digunakan untuk menunjang pekerjaan pada masing-masing
Perangkat Daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu PC, Laptop,
dan Printer.
A. Personal Computer (PC)

Kondisi eksisting perangkat Personal Computer (PC)
yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 (tiga)
kategori tahun penggunaan yaitu >= 5 tahun, 1-5 tahun,
dan <=1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah 996 PC
dimana mayoritas PC berusia 1-5 tahun yaitu sejumlah 647
PC. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.25.

Tabel 1.25 Eksisting Perangkat Keras Personal Computer (PC)
Kode Perangkat Keras PC

Jumlah
PC

Perangkat PD Pemilik >=5 1-5 <=1

Daerah Tahun Tahun Tahun

1 Bagian Organisasi 3 0 0 3

2 Bagian Hukum 2 0 0 2
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Kode PD Pemilik Perangkat Keras PC Jumlah
Daovnn~lrad D

Bagian Pengadaan
Barang / Jasa dan

3 0 0 0
Administrasi
Pembangunan
Bagian Perekonomian

4 dan Kesejahteraan 4 0 4
Rakyat

5 Bagian Umum 38 3 44

6 Bagian Pemerintahan 6 0 6
Badan Penanggulangan

7 gerang 4 0 4
Bencana Daerah
Badan Perencanaan,

8 Penelitian dan 10 2 12
Pengembangan Daerah
Badan Keuangan dan

9 28 10 43
Aset Daerah
Badan Pendapatan

10 0 0 0
Daerah
Badan Kepegawaian

11 dan Pengembangan 0 0 0
Sumber Daya Manusia
Badan Kesatuan

12 o 0 0 0
Bangsa dan Politik

13 Inspektorat Daerah 31 0 31

14 Sekretariat DPRD 11 0 11
Dinas Kesehatan,
Pengendalian

15 38 22 69
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pekerjaan Umum

16 36 15 55
dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan

17 Rakyat dan Kawasan 0 31 31
Permukiman
Dinas Sosial,
Pemberdayaan

18 12 2 14
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Tenaga Kerja,

19 Koperasi Usaha Kecil 1 2 4
Dan Menengah

20 Dinas Pendidikan 0 59 59
Dinas Ketahanan

21 9 2 12
Pangan dan Pertanian
Dinas Lingkungan

22 15 9 24
Hidup
Dinas Kependudukan

23 23 7 38
dan Pencatatan Sipil

24 Dinas Perhubungan 45 0 45
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PD Pemilik Perangkat Keras PC Jumlah

D
Dinas Komunikasi dan
25 40 0 2 42
Informatika

Dinas Penanaman
26 Modal dan Pelayanan 10 0 4 14
Terpadu Satu Pintu

Din